
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 8 

 

Pengembangan Ekonomi Desa 
  



 

SPB 

8.1 

Rencana Pembelajaran 

 

Potensi dan Aset Ekonomi 

Desa 

 

 

 

Tujuan 

 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memetakan dan 

menganalisis kegiatan ekonomi desa 

 

Waktu 

4 JPL (180 menit) 

  

Metode 

sharing, brainstorming. pemaparan, disko, pleno 

 

Media 

Bahan bacaan, cerita kasus, Film 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



Proses Penyajian 

 

1. Mengantar peserta memahami tujuan kelas dengan menjelaskan pokok 

bahasan, sub pokok bahasan dan tujuan  yang ingin dicapai. 

Kedaulatan pembangunan ekonomi desa dalam perspektif UU Desa 2014. 

 

2. Menawarkan pilihan  metode atau cara pembelajaran yang dianggap 

peserta paling menarik/effektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menjelaskan berbagai pilihan metode dengan menunjukkan kekurangan 

dan kelebihannya: curah pendapat, diskusi kelompok, studi pribadi. 

3. Memfasilitasi praktek pembelajaran peserta sesuai metode yang 

ditetapkan bersama. 

4. Memastikan fasilitasi praktek pembelajaran tetap berpusat pada tujuan 

pembahasan sub pokok bahasan dengan menawarkan pertanyaan-

pertanyaan panduan. 

 

a. Dari mana desa memperoleh sumber daya ekonomi sebagai 

pendapatan asli desa?  

b. Aset dan jenis usaha ekonomi yang telah memberikan kontribusi 

pada pendapatan desa? Bagaimana perkembangannya dari 

waktu ke waktu?  

c. Bagaimana selama ini desa mengelola sumber daya ekonomi 

desa? Daya dukung dan hambatan pengembangan sumber daya 

ekonomi? 

 

5. Memfasilitasi proses review hasil pembahasan sub pokok bahasan 

dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan 

temuannya. 

6. Pertajam temuan-temuan atau gagasan peserta yang potensial untuk 

dieksplorasi lebih jauh dalam perspektif UU Desa 2014. 

7. Perjelas dan pertegas temuan gagasan atau  pendapat peserta yang 

dinilai relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

8. Memberikan kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan: 

informative, klarifikasi. 

9. Tutup dengan menyampaikan hal-hal yang menarik dalam proses 

pembelajaran dan sampaikan terimakasih atas proses pembelajaran 

bersama. 

 

  



PB 

8.2 

Rencana Pembelajaran 

 

BUMDesa Sebagai 

Pendorong 

Pengembangan Ekonomi 

Desa  

 

Tujuan 

 

Setelah pelatihan sesi ini peserta dapat menjelaskan peran dan fungsi BUMDes 

sebagai pendorong pengembangan usaha ekonomi desa. 

 

Waktu 

4 JP (180 menit) 

  

Metode 

Curah pendapat,  brainstorming. pemaparan, disko, pleno, Cerita kasus 

  

Media 

Bahan paparan. bacaan 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 



Proses Penyajian 

1. Mengantar peserta memahami tujuan kelas dengan menjelaskan pokok 

bahasan, sub pokok bahasan dan tujuan  yang ingin dicapai. 

Pada sesi pembukaan bisa ditawarkan pada 1 atau 2 peserta untuk 

menyampaikan  pemahamanannya tentang BUMDes sebagai pendorong 

pengembangan ekonomi desa. 

2. Menawarkan pilihan  metode atau cara pembelajaran yang dianggap 

peserta paling menarik/effektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Memfasilitasi praktek pembelajaran peserta sesuai metode yang 

ditetapkan. 

4. Memastikan fasilitasi praktek pembelajaran tetap berpusat pada tujuan 

pembahasan sub pokok bahasan dengan menawarkan pertanyaan-

pertanyaan panduan. 

 

a. Bagaimana desa/pemerintahan desa mengelola aset sumber daya 

ekonomi desa selama ini? 

b. Apa relevansi BUMDes dalam kaitannya dengan upaya 

pengembangan usaha ekonomi desa? Bagaimana mekanisme 

membentuk/mendirikan BUMDes?  

c. Bagaimana mengoptimalkan BUMDes mengelola sumber daya 

ekonomi desa? Daya dukung dan hambatan pengembangan 

sumber daya eklonomi? 

 

5. Memfasilitasi proses review hasil pembahasan sub pokok bahasan 

dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan 

temuannya. 

6. Pertajam temuan-temuan atau gagasan peserta yang potensial untuk 

dieksplorasi lebih jauh dalam perspektif UU Desa 2014. 

7. Perjelas dan pertegas temuan gagasan atau  pendapat peserta yang 

dinilai relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

 

 

 

 

8. Memberikan kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan: 

informative, klarifikasi. 

Terkait dengan asset dan  pengembangan jenis usaha ekonomi, fasilitator bisa 

membantu memperagakan keterampilan membuatkan pemetaan, kategorisasi 

atau peringkat berdasarkan tingkat potensi dengan rasionalisasi (dasar 

argumentasi yang jelas) 



9. Tutup sesi dengan menyampaikan hal-hal yang menarik dalam proses 

pembelajaran dan sampaikan terimakasih atas proses pembelajaran 

bersama. 

  

  



SPB 

8.3 

Rencana Pembelajaran 

 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Desa 

 
 

 

Tujuan 

 

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat merumuskan langkah-

langkah strategis untuk pengembangan usaha ekonomi desa 

 

Waktu 

 5 JP (225 Menit). 

  

Metode 

Curah pendapat,  brainstorming. pemaparan, disko, pleno, Cerita kasus 

  

Media 

Bahan paparan. bacaan 

  

Alat Bantu 

Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus 

 

Pelatih 

Team Teaching 

 

 

 

 



Proses Penyajian 

1. Mengantar peserta memahami tujuan kelas dengan menjelaskan pokok 

bahasan, sub pokok bahasan dan tujuan  yang ingin dicapai. 

Pada sesi pembukaan bisa ditawarkan pada 1 atau 2 peserta untuk 

menyampaikan  pemahamanannya tentang Usaha ekonomi Desa. 

2. Menawarkan pilihan  metode atau cara pembelajaran yang dianggap 

peserta paling menarik/effektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Memfasilitasi praktek pembelajaran peserta sesuai metode yang 

ditetapkan. 

4. Memastikan fasilitasi praktek pembelajaran tetap berpusat pada tujuan 

pembahasan sub pokok bahasan dengan menawarkan pertanyaan-

pertanyaan panduan. 

a. Aset dan jenis-jenis usaha ekonomi desa yang berpeluang untuk 

dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi? 

b. Bagaimana menentukan indikator peluang atau potensi  beragam 

usaha ekonomi sebagai sumber daya ekonomi desa?  

c. Bagaimana menyusun langkah-langkah strategi mengoptimalkan 

peluang pengembangan sumber daya ekonomi desa? 

5. Memfasilitasi proses review hasil pembahasan sub pokok bahasan 

dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan 

temuannya. 

 

 

 

6. Pertajam temuan-temuan atau gagasan peserta yang potensial untuk 

dieksplorasi lebih jauh dalam perspektif UU Desa 2014. 

7. Perjelas dan pertegas temuan gagasan atau pendapat peserta yang 

dinilai relevan dengan tujuan yang ingin.  

8. Memberikan kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan: 

informative, klarifikasi. 

9. Tutup sesi dengan menyampaikan hal-hal yang menarik dalam proses 

pembelajaran dan sampaikan terimakasih atas proses pembelajaran 

bersama. 

  

Fasilitator bisa memperagakan keterampilan fasilitasi menentukan pilihan 

prioritas jenis usaha ekonomi berdasarkan indikator yang telah ditemukan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Bahasan 8 

 

Pengembangan Ekonomi Desa 
  



 

 

Bahan Bacaan 
 

Badan Usaha Milik Desa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kedudukan dan Fungsi BUMDesa 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan usaha yang ada di desa yang di bentuk 

oleh Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. Maksud  dari pembentukan BUM Desa 

sebagaimana  dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, Dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 óPendirian Bum Desa dimaksudkan sebagai 

upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 

dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa. 

Pendirian BUM Desa harus diawali sebagai pola untuk memperkuat ekonomi rakyat 

desa. Embrio ekonomi desa harus terlebih dahulu teridentifikasi secara jelas.Identifikasi  

sangat diperlukan jangan sampai setelah berdiri BUM Desa tidak ada kegiatan apapun 

didalamnya dan saat ini yang terjadi pada sebagaian BUM Desa. Hal ini disebabkan 

berdirinya BUM Desa hanya melalui ópendekatan proyekó bukan mendasar pada sebuah 

kekuatan dan kebutuhan lokal. 

BUM Desa sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat belum 

sepenuhnya menjadi pemahaman di kalangan pegiatan ekonomi lokal dan rakyat desa. 

Akhirnya BUM Desa seharusnya menjadi modal awal gerakan sosial dari pertarungan 

óekonomió belum tercapai secara maksimal. Kesadaran masyarakat desa untuk memahami 

posisi mereka dalam rangka merebut desa menjadi sentral ekonomi  belum menjadi sebuah 

tujuan. 

Bahkan yang lebih ironis lagi BUM Desa dianggap hanya sebagai sarana bagi sebagian 

elit pemerintahan desa untuk mengumpulkan pundi-pundi yang tidak sah. Masyarakat desa 

tidak mengetahui sama sekali berapa modal BUM Desa, bentuk kegiatan apa, surplus atau 



difisit semuanya sangat tertutup. Pada akhirnya tiba-tiba yang didengar oleh masyarakat 

bahwa modal BUM Desa habis, perputaran keuangannya tidak jelas dll. Masalah-masalah 

klasik inilah yang harus dibenahi, mengingat BUM Desa bukan semata-mata harus ada 

didesa tetapi bagaimana BUM Desa dijadikan sebuah gerakan sosial untuk menggerakkan 

ekonomi rakyat Desa. 

 

b. Mengapa BUM Desa dapat dibentuk? 

Apapun kritik dan kondisi BUM Desa saat ini bukan menjadikan bahwa BUM Desa untuk 

ditiadakan. BUM Desa harus mulai digerakkan dengan pendekatan penyadaran kepada 

rakyat desa. Contoh : Rakyat desa harus mengetahui kekuatan ekonomi saat ini. Bagi rakyat 

desa yang mayoritas petani harus mengetahui apakah produk pertanian mereka sudah 

mampu bersaing dengan negara lain? Apakah mereka sudah mampu untuk bersaing? 

Instrument apa yang digunakan untuk bersaing? Tanpa adanya penyadaran seperti itu rakyat 

desa akan merasa tidak ada masalah apa-apa, mereka tidak perlu mengorganisir diri untuk 

membentuk sebuah kekuatan. 

BUM Desa hadir sebagai wadah untuk mengorganisir rakyat desa untuk meningkatkan 

semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. BUM Desa dapat 

dijadikan sarana sharing bagi kelompok-kelompok masyarakat desa untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas stratategi pengembangan pemasarannya. 

Jadi BUM Desa lambat laun akan menjadi sebuah centre bagi mereka apabila ada 

permasalahan terhadap usaha yang sedang mereka jalani.  

Kebersamaan meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa melalui BUM 

Desa merupakan salah konsep yang ideal dilaksanakan ditingkat lapangan. Mereka mampu 

menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta 

mengembangan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakan perekonomian rakyat 

desa. Sebagaimana dalam  Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 Pendirian 

BUM Desa bertujuan:  

(1) Meningkatkan perekonomian Desa;  

(2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

(3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiDesa;  

(4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;  

(5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum 

warga; 

(6) Membuka lapangan kerja;  

(7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan  

(8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

 



Di desa sebenarnya sudah ada beberapa organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat desa seperti koperasi dese dan unit-unit simpan pinjam yang dikelola 

oleh kelompok-kelompok masyarakat desa. Antara lain simpan pinjam yang dikelola oleh 

kelompok pengajian, koperasi wanita (kopwan), kelompok tani dan lain sebagainya.  

Namun demikian kelompok-kelompok tersebut sifatnya eksklusif hanya anggotanya 

saja yang mendapatkan akses permodalan dari kelompok-kelompok tersebut. Selain itu 

pendekatannya hanya satu arah saja yaitu pendekatan melalui kegiatan simpan pinjam. 

Belum sampai dalam tataran bagaimana menggerakkan sektor riilnya. 

Pendekatan melalui simpan pinjam merupakan salah satu pendekatan yang dianggap 

paling óampuhó untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa. Tetapi kadang-kadang hal ini 

malah menjebak bagi pemanfaat simpat pinjam untuk ógali lubang tutup lubangó. Karena 

disebabkan sektor riil mereka tidak jalan. Misalnya : Petani yang mempunyai lahan ¼ ha 

apabila mereka pinjam modal untuk membeli sarana produksi pertanian (saprodi) dengan 

hasil meminjam tetapi tidak sesuai dengan hasilnya maka petani tersebut akan tetap terjebak 

dalam simpan pinjam tersebut. Dengan lahan yang tetap maka tidak akan mungkin 

berkembang usahanya, dengan pinjam berapapun apabila lahannya tidak bertambah maka 

hasilnya juga tidak akan bertambah pula. Belum lagi hasil panen mereka dibeli oleh para 

tengkulak dan dipermainkan harganya. 

 

c. Dapatkah BUM Desa Menjawab Permasalahan Ekonomi di Desa? 

Setiap desa pada dasarnya mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Hanya 

saja dari pihak desa belum fokus untuk menemukenali potensi apa saja yang ada di desa 

tersebut. Tetapi ada juga desa yang sudah mengenali potensi ekonominya dan mempunyai 

kegiatan tetapi belum dikelola secara profesional. Termasuk mengelola aset desa yang dapat 

digerakkan selain untuk menambah PAD juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka BUM 

Desa sangat baik apabila di bentuk untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang dapat 

menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat desa. 

BUM Desa adalah salah satu instrumen yang mencoba untuk mengatasi permasalahan 

ekonomi pada masyarakat desa. BUM Desa sifatnya bukan eksklusif semua masyarakat desa 

bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya. Juga tidak membedakan golongan 

ekonomi. Baik yang kaya mapun yang miskin bisa berpartisipasi dalam kegiatan BUM Desa. 

Bagi yang kaya kemungkinan bisa diajak bermitra dengan jalan menanamkan investasi dalam 

BUM Desa tersebut. 

Masyarakat desa yang mempunyai usaha-usaha yang bersifat mikro dengan adanya 

BUM Desa dapat dihimpun secara kolektif agar produksi mereka dapat dicarikan koneksi 

dalam pemasarannya. Contoh: Petani yang mempuanyai lahan kurang dari 1 ha maka dapat 

dikonsolidasi melalui BUM Desa kemudian BUM Desa dapat bekerjasama dengan BULOG. 

Maka dengan cara ini selain dapat membatu petani dalam menstabilkan harga juga dapat 

memotong mata rantai terhadap permainan para tengkulak.  



Permasalahan ekonomi yang ada di desa sebenarnya adalah persoalan óklasikó namun 

demikian belum secara komprehensif dapat diatasi sampai saat ini. Banyak program sudah 

masuk ke desa namun pendekatannya belum menyentuh pada akar persoalannya.  

BUM Desa apabila dikelola secara benar dan diadalamnya terdapat pengelola yang 

mempunyai kemampuan, punya semangat, kreatif  dan amanah maka tidak perlu diragukan 

BUM Desa akan mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat Desa. 

 

Kotak 1:  

Kesuksesan BUM Desa Bleberan Gunungkidul 

Bersahaja, sedikit bicara namun sigap dalam berkarya. Itulah sosok Tri Harjono, Kepala 

Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta yang sudah 17 

tahun lamanya menjabat kepala desa. Karya nyata yang dihasilkannya selama memimpin 

desa adalah BUM Desa yang sangat maju, balai dan kantor desa yang megah, serta 

keindahan alam Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono yang semakin dikenal 

luas sebagai obyek wisata. òGempa bumi tahun 2006 silam mendorong hati ini untuk lebih 

gigih memperjuangkan kepentingan rakyat. Setelah gempa kami mulai bangkit dengan 

membangun kantor dan balai desa disini. Masyarakat dan pamong secara swadaya 

bergotong-royong membangunnya. Lebih dari Rp. 450 juta dana terserap 

untukmembangun gedung ini. Total tiga tahun anggaran sejak 2007-2009 kantor dan 

balai desa ini baru selesai,ó tutur Tri Harjono. Gempa bumi menyebabkan hampir semua 

mata air di Bleberan yang semula melimpah mendadak menghilang kering. óSumber mata 

air yang masih ada kami upayakan untuk dikelola. Saya bentuk BUM Desa untuk 

mengelola SPAMDes hingga mencukupi kebutuhan air warga masyarakat. BUM Desa 

kemudian juga mengelola pariwisata dan simpan pinjam. Hasilnya hingga sekarang 

keuntungan dari SPAMDes lebih kurang Rp. 80 juta. Dari pengelolaan pariwisata sampai 

tahun 2012 kemarin memberi kontribusi hingga Rp 327 juta. Sedangkan dari simpan 

pinjam karenamodalnya kecil pendapatannya sekitar Rp. 2 jutaanó tutur Tri Harjono. Tri 

Harjono lebih lanjut membeberkan, ò30 persen kembali ke modal, 20 persen untuk 

pengembangan potensi wisata kami berikan ke masing-masing pa dukuhan untuk 

membangun potensi wisata yang ada di dusun. Kemudian 10 persen untuk honor 

pengelola, lima persen untuk pelatihan dan edukasi pengurus agar lebih professional, lima 

persen untuk dana sosial. Jadi warga miskin yang sakit, yang rumahnya rusak, janda tak 

mampu tetapi membiayai anak sekolah dan sebagainya ada cadangan lima persen dana 

social tersebut.óPengelolaan obyek wisata air terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono 

juga membuahkan hasil yang lumayan. Walaupun tenaga kerja yang langsung terlibat 

hanya lebih kurang 24 orang, tetapi dari sisi lapangan kerja terbuka luas. Warga yang 

membuka warung 53 orang dan mempekerjakan lebih dari seratus orang. Kemudian 

bidang jasa lainnya, warga mengembangkan industri rumah tangga membuat aneka 

makanan ringan yang dititipkan ke warung-warung. Pemuda-pemudiKarang Taruna 

diberi pelatihan untuk menjadi tenaga pemasaran obyek wisata.(Sumber:Suharyanto dan 

Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, FPPD Januari 2014, hal 41-51)  

 



Kotak 2 

Kepercayaan Masyarakat pada BUM Desa di Rokan Hulu 

Peluang BUM Desa untuk mengembangkan usaha di pedesaan cukup besar, tetapi 

beberapa BUM Desa mengalami kekurangan modal sehingga mereka mengajukan 

pinjaman ke bank. Delapan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu, Kepulauan Riau 

melakukan hal ini untuk menambah modal usaha mereka. Tiga BUM Desa mendapatkan 

pinjaman modal dari Bank Riau Kepri sebesar Rp 1,350 miliar. Koordinator BUM Desa 

Rokan Hulu Syamzaimar, mengatakan, tiga BUM Desa yang telah mencairkan pinjaman 

di Bank Riau Kepri yaitu BUM Desa Ngaso Kecamatan Ujung batu sebesar Rp 500 juta, 

BUM Desa Rimba Makmur Rp 500 juta, dan BUM Desa Tanjung Belit sebesar Rp 350 juta. 

Sementara lima BUM Desa lainnya telah mengajukan pinjaman penambahan modal ke 

Bank Jawa Barat (BJB). Dana pinjaman untuk delapan BUM Desa tersebut merupakan 

tindak lanjut dari perjanjian kesepakatan dua bank daerah yaitu Bank Riau Kepri dan 

Bank Jawa Barat (BJB) dengan Pemerintah Kab. Rokan Hulu.òPenambahan modal 

melalui kerjasama dengan Bank Riau Kepri dan BJB dilakukan untuk memperkuat 

BUMDesa yang diandalkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Keterbatasan 

anggaran APBD Rohul belum memungkinkan untuk membantu pinjaman modal bagi 

seluruh BUM Desa yang jumlahnya 52 unit. Sebagai fasilitator, Pemerintah Kabupaten 

menandatanganikerjasama dengan Bank Riau Kepri dan BJB agar unit usaha desa bisa 

mendapatkan pinjaman dan tambahan modal. Ketika beberapa BUM Desa di Provinsi 

Riau mengajukanpinjaman ke bank-bank untuk menambah modal, ada sejumlah BUM 

Desa yang tidak merasa perlu mengajukan pinjaman ke bank karena telah memiliki 

cukup modal dari simpanan para anggota. BUM Desa Koto Baru Kecamatan 

Kuntodarussalam misalnya, dana simpanan anggotanya telah mencapai Rp. 1,8miliar. 

Begitu juga BUM Desa Marga Mulya, simpanan anggota mencapai Rp. 1,6 miliar. Hal ini 

menunjukkan sudah banyak masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di 

BUM Desa daripada harus menanggung resiko ketika mengambil dana yang disimpan di 

bank yang ada di kota. Terlebih lagi sistem penarikan dana simpanan di BUM Desa sama 

seperti system pelayanan bank pada umumnya. .( Sumber :Suharyanto Hastowiyono, 

Pelembagaan BUM Desa, FPPD Januari 2014, hal 52-53)  

 

d. Prinsip-Prinsip BUMDesa 

BUM Desa merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

(1) BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua 

kegiatannya. 

(2) BUM Desa adalah bersifat sosial (social interpreunership), tidak semata-mata mencari 

keuntungan. 

(3) BUM Desa harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh 

dari unsur pemerintahan desa. 



(4) BUM Desa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan 

tetapi bagaimana BUM Desa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha 

mereka. 

 

e. Kelembagaan BUMDesa 

BUM Desa merupakan salah satu lembaga Desa yang mawadahi kegiatan-kegiatan bidang 

ekonomi. Sebagai sebuah lembaga maka BUM Desa harus mempunyai struktur organisasi, 

aturan organisasi dan rencana kerja kegiatan. Sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa Pasal 9Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan 

Desa, Pasal 10 (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. 

Penasihat; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas. (2) Penamaan susunan kepengurusan 

organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama 

setempat yang dilandasisemangat kekeluargaan dan kegotongroyonga, Pasal 11 (1) 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a dijabatsecara exofficio oleh Kepala 

Desa yang bersangkutan. (2) Penasihat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. 

memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM 

Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi 

pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM 

Desa. (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. meminta penjelasan 

dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; 

dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. 

 

Apa yang dimaksud dengan Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari 

organisasi Pemerintahan De sa? 

Pengelola BUM Desa tidak boleh dari unsur pemerintahan Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa. Hal ini 

untuk menghindari adanya kepentingan dengan memanfaatkan jabatan dalam 

pemerintahan desa. Kecuali untuk jabatan penasehat ex officio akan dibat oleh Kepala 

Desa. 

Pengelola BUM Desa harus netral dan profesional dalam bekerja. Tidak boleh ada 

intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 

Pengelola BUM Desa harus transparan dan mempertanggungjawabkan kepada 

pemerintahan desa dan masyarakat desa apa yang telah dikerjakan. 

Kinerja pengelola BUM Desa harus dievaluasi kinerjanya, untuk melihat sejauh 

mana kinerja mereka dalam mngembangkan BUM Desa. Evaluasi ini dapat dijadikan 

dasar apakah pengelola BUM Desa layak untuk dipertahankan atau tidak. 

 

 

f. Penguatan Kelembagaan 



Kesepakatan tentang organisasi BUM Desa dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah 

Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, 

maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. Sedangkan, 

Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti 

kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan 

operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. Oleh karena itu, AD/ART sekurang-

kurangnya berisi: 

(1) Badan Hukum, 

(2) Bentuk organisasi, 

(3) Usaha yang dijalankan, 

(4) Kepengurusan, 

(5) Hak dan kewajiban, 

(6) Permodalan, 

(7) Bagi hasil laba usaha, 

(8) Keuntungan dan kepailitan, 

(9) Kerjasama dengan pihak ketiga, 

(10) Mekanisme pertanggung jawaban, 

(11) Pembinaan dan pengawasan masyarakat. 

Selain adanya perangkat dalam BUM Desa dengan penguatan kelembagaan maka : 

(1) Menjamin agar terjadi pembagian pekerjaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan 

dan unit tertentu pada BUM Desa. 

(2) Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan 

masing-masing. 

(3) Mengkoordinasikan tugas-tugas BUM Desa yang beragam. 

(4) Menyusun kelompok pekerjaan ke dalam unit atau bagian tertentu. 

(5) Menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas,dan unit/bagian. 

(6) Menetapkan jalur formal otoritas. 

(7) Mengalokasikan dan mengerahkan sumber daya organisasi atau mengelola usaha 

yang dijalankan. 

 

g. Pembentukan BUMDesa 

Pembentukan BUM Desa harus melalui mekanisme seperti dalam proses-proses 

perencanaan desa lainnya yaitu dengan memalui musyawarah desa. Sebagaimana dalam 

Permendesa PPDT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik  Pasal 5(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 disepakatimelalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentangPedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan MusyawarahDesa.(2) Pokok bahasan yang 

dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. 

pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budayamasyarakat;b. 

organisasi pengelola BUM Desa;c. modal usaha BUM Desa; dand. Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana 



dimaksud pada ayat (1)menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan 

Musyawarah desa merupakah salah satu wadah dan proses yang melibatkan partisipasi 

masyarakat menentukan arah pembangunan desa. BUM Desa merupakan salah satu 

instrumen bagi desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan menuju ke titik sasaran 

sesuai dengan rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJM Desa maupun RKP 

Desa. Musyawarah merupakan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari desa. Tradisi 

musyawarah inilah sebenarnya bentuk mengikat sebuah kebijakan yang diputuskan secara 

bersama/partisipatif. 

Dengan adanya musyawarah dalam pembentukan BUM Desa diharapan adanya ikatan 

sosial diantara warga desa dalam mengembangkan dan memajukan BUM Desa. BUM Desa 

nantinya bukan dinilai oleh masyarakat hanya milik pemerinthan desa atau pengelola BUM 

Desa saja. Dengan adanya rasa memiliki maka sebagai warga desa secara sadar dan 

memahami apa pentingnya membuat BUM Desa. Manfaat atau tidaknya BUM Desa yang 

menilai dalah masyarakat desa sendiri. 

BUM Desa bukan dibutuhkan hanya pelengkap desa untuk lomba desa atau adanya 

intruksi dari pemerintahan yang lebih tinggi tetapi BUM Desa merupakan salah satu lembaga 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan 

adanya musyawarah maka ketika dalam pembahasan diharapkan adanya masukan-masukan 

bagaimana BUM Desa dapat menjadi salah satu sarana dalam menjawab persolan ekonomi 

masyarakat desa.  

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam 

gerakan usaha ekonomi Desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan 

Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran BUM Desa]. Frasa òdapat mendirikan BUM Desaó dalam peraturan perundang-

undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap 

prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.  

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa 

menghasilkan peta jalan (road map) pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan 

atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:5 (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau 

masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) 

sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari 

Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk 

dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.  

Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam 

bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan 

pasal (secara normatif) tentang:  

(1) Pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal 

Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;  

(2) Penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di 

bidang pemerintahan Desa;  



Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi 

Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM 

Desa setempat. Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota 

maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, 

RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam perencanaan bidang 

pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi 

produktif). 

 

Tabel Tahapan Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa 

 

Tahapan Agenda Terkait Pembentukan BUM Desa 

1. Penyiapan Musdes   

Perencanaan Kegiatan  

 

BPD menyusun Rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat terkait BUM Desa. Rancangan isi untuk 

pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah:  

1. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi 

dan sosial budaya masyarakat;  

2. Organisasi pengelola BUM Desa (struktur organisasi 

dan susunan nama pengurus);  

3. Modal usaha BUM Desa; dan  

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM 

Desa.  

 

*Opsional: rencana investasi Desa yang dapat dikelola oleh 

BUM Desa.  

Penyusunan Bahan Pembahasan  

 

¶ Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa 

perihal BUM Desa yang akan dibahas dalam Musdes  

¶ BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat 

mengenai BUM Desa dengan melibatkan KPMD dan 

para Pendamping  

¶ BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan 

Pandangan Resmi tentang BUM Desa  

¶ Pandangan resmi BPD tentang BUM Desa dimasukkan 

ke dalam Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD  

¶ BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal 

fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang 

penyiapan Bahan Pembahasan tentang BUM Desa 

untuk menanggapi òBerita Acara Pandangan Resmió 

dari BPD  

¶ Pemdes memfasilitasi Musdes dengan mempersiapkan 

Bahan Pembahasan terkait BUM Desa  
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¶ Bahan Pembahasan disampaikan Kepala Desa kepada 

BPD.  

Pembentukan dan Penetapan 

Panitia  

BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes 

berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya 

rencana pembahasan BUM Desa). 

TAHAPAN MUSDES  AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN  

BUM DESA  

Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat 

dan Sarana/ Prasarana  

 

Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat 

dan sarana/prasarana Musdes terkait pembahasan BUM 

Desa.  

 

Penyiapan Dana  

 

¶ Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan 

dana penyelenggaraan kegiatan Musdes.  

¶ Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan 

bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.  

Penyiapan Susunan Acara dan 

Media Pembahasan  

 

Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media 

pembahasan berdasarkan materi dalam Bahan Pembahasan 

(Pemdes) dan Pandangan Resmi (BPD) terkait BUM Desa  

Pengundangan Peserta, Undangan, 

dan Pendamping  

 

¶ Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, unsur 

masyarakat Desa, Undangan (bukan warga Desa) atas 

undangan Ketua BPD, dan para Pendamping atas 

undangan Ketua BPD.  

¶ Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, Undangan 

dan para Pendamping yang hadir dalam Musdes, 

melakukan registrasi, dan mengutamakan unsur 

masyarakat yang berkepentingan langsung dengan 

BUM Desa.  

¶ Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta 

Musdes secara resmi (surat ditandatangani Sekretaris 

BPD selaku ketua Panitia Musdes) dan undangan tidak 

resmi (media publik).  

¶ Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Musdes 

agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.  

¶ Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa yang 

berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka 

kepada peserta Musdes. Kepala Desa yang berhalangan 

dapat diwakilkan kepada Sekdes/ Perangkat Desa yang 

ditunjuk secara tertulis.  

2. Penyelenggaraan Musdes   

Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu 

Acara Musdes  

 

¶ Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes.  

¶ Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat yang 

berkepentingan langsung dengan BUM Desa yang 
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merupakan bagian dari Panitia Musdes, bertindak 

selaku Sekretaris Musdes dan pemandu acara Musdes.  

Pendaftaran Peserta  Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai jika 

daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah 

undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.  

Penjelasan Susunan Acara  ¶ Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes 

membacakan susunan acara pembahasan BUM Desa.  

¶ Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh 

pimpinan Musdes.  

Penundaan Kegiatan  Dilakukan peserta tidak memenuhi kourum 

Penjelasan Materi Pembicaraan  

 

¶ Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUM 

Desa.  

¶ BPD menjelaskan Pandangan Resmi terkait BUM Desa.  

¶ Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi 

terkait BUM Desa.  

¶ Pihak dari luar Desa menyampaikan kepentingan dan 

agendanya terkait BUM Desa.  

Tata Cara Permusyawaratan  *Etiket penyampaian pendapat dalam forum. 

 

h. Pengembangan BUMDesa 

BUM Desa dalam penyusunan rencana kerjanya  yang perlu memperhatikan inovasi-inovasi 

yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang berkembang dimasyarakat. BUM 

Desa harus mampu memberikan jawaban terhadap sektor riil yang dijalankan oleh 

masyarakat ketika sedang mengalami keterpurukan. Oleh karena itu BUM Desa harus berani 

mengembangkan kegiatan bukan hanya sekedar misalnya ósimpan pinjamó tetapi bagaimana 

mengembangkan inovasi-inovasi produk dari masyarakat desa. 

Pengembangan usaha BUM Desa sesuai dengan permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 

yaitu : (1) sosial bussines, (2) penyewaan/ renting, (3) Perantara/brokering, (4) 

berdagang/trading, (5) bisnis keuangan/ficancial bussines dan (6) usaha bersama (holding).  

Jadi apabila BUM Desa mau dan berani untuk berkembang sudah banyak pilihan kegiatan 

yang bisa dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 



Tabel Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa 

 

No Jenis Usaha Contoh 

 

1 

(social business) sederhana 

yang memberikan pelayanan 

umum(serving) 

a. air minum Desa; 

b. usaha listrik Desa; 

c. lumbung pangan; dan 

d. sumber daya lokal dan  

e. teknologi tepat guna lainnya. 

2 Renting (Penyewaan) a. alat transportasi; 

b. perkakas pesta; 

c. gedung pertemuan; 

d. rumah toko; 

e. tanah milik BUM Desa; dan 

f. barang sewaan lainnya. 

3 Perantara (brokering) a. jasa pembayaran listrik; 

b. pasar Desa untuk  

    memasarkan produk yang  

    dihasilkan masyarakat; 

    dan 

c. jasa pelayanan lainnya 

4 Berdagang (trading) a. pabrik es; 

b. pabrik asap cair; 

c. hasil pertanian; 

d. sarana produksi pertanian; 

e. sumur bekas tambang; dan 

f.  kegiatan bisnis produktif  

    lainnya. 

5 Bisnis keuangan (financial business) Memberikan akses kredit dan peminjaman 

yang mudah diakses oleh 

masyarakat Desa. 

6 Usaha bersama (holding) a. pengembangan kapal Desa berskala besar 

untuk mengorganisasi 

nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih 

ekspansif; 

b. DesaWisata yang mengorganisir 



No Jenis Usaha Contoh 

rangkaian jenis usaha dari kelompok 

masyarakat;dan 

c. kegiatan usaha bersama yang 

mengkonsolidasikan jenis usaha lokal 

lainnya. 

 

Pengembangan usaha sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 kita 

yakin BUM Desa akan benar-benar menjadi badan usaha didesa yang solid. Selain 

masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan sosial, masyarakat juga diberikan 

kesempatan untuk berinvestasi dalam BUM Desa. Dengan adanya investasidari masyarakat 

maka BUM Desa akan mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan jaringan dan 

keaneka ragaman kegiatannya. 

Sebagaimana dalam Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015 pasal 17 (1) Modal awal BUM 

Desa bersumber dari APB Desa, (2) Modal BUM Desa terdiri atas: a.penyertaan modal Desa; 

dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. dan Pasal 18 (1) Penyertaan modal Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hibah dari pihak 

swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan 

melalui mekanisme APB Desa; b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; c. 

kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau 

lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui 

mekanisme APB Desa; d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. (2) Penyertaan modal 

masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari 

tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. 

Presepsi BUM Desa sulit dan tidak berkembang sudah saatnya kita hilangkan. 

Kegagalan BUM Desa sebelumnya dikarenakan : (1) Pembentukan BUM Desa karena adanya 

perintah dari SKPD Kabupaten, (2) Tidak adanya assesment terlebih dahulu sebelum 

dibentuknya BUM Desa, (3) Pembentukan BUM Desa tidak melalui musyawarah desa 

akibatnya masyarakat tidak merasa memiki demgan adanya BUM Desa, (4) Intervensi 

pemerintahan desa terhadap BUM Desa sangat kuat akibatnya dalam pengelolaan keuangan 

BUM Desa tidak transparan, (5) Tidak pernah adanya laporan pertanggungjawaban dari 

pengelola BUM Desa, (6) AD/ART BUM Desa tidak dibahas melalui musyawarah desa. 

Contoh permasalahan diatas akhirnya BUM Desa dianggap organsasi yang tidak 

berguna dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit desa yang duduk dalam 

pemerintahan.  

Namun pada dasarnya apabila BUM Desa dikembangkan secara maksimal maka BUM 

Desa merupakan salah satu organiasi civil society yang dapat dijadikan sebagai counter 



hegemony terhadap kekuatan óekonomi globaló. BUM Desa jangan sampai terkungkung 

dalam isyu-isyu lokal. Gerakan BUM Desa harus menjadi jawababan bahwa masyarakat desa 

siap menghadapi pasar bebas.  

Kesadaran kritis masyarakat desa tentang permasalahan ekonomi harus di mulai. 

Masyarakat desa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertarungan ekonomi global 

saat ini. Melalui BUM Desa mereka dapat mendiskusikan segala permasalahan dan mencari 

akar permasalahannya. Contoh: ketika musim panen padi harga turun, namun demikian harga 

beras dipasaran mahal. Petani yang ada di desa harus mampu bersikap kristis mengapa 

terjadi demikian?  

Posisi BUM Desa dapat dielaborasi dalam Pembangunan Desa (òDesa Membangunó) 

dan Pembangunan Perdesaan (òMembangun Desaó). Dalam paradigma òDesa Membangunó, 

basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUM Desa dekat dengan denyut nadi 

usaha masyarakat Desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam paradigma òMembangun Desaó, 

basis lokasi pendirian BUM Desa Bersama maupun Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau 

lebih adalah Kawasan Perdesaan, agar Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan Desa 

dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

 

 

 

 

a. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa 

Bagian ini memaparkan beberapa hal mendasar berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan 

Desa, yang perlu dipahami secara benar mencakup: 1) Pengertian istilah. 2) Dasar Hukum. 3) 

Sumber-sumber keuangan desa dan mekanisme penyalurannya; 4) Asas-Asas Pengelolaan 

Keuangan Desa. 5) Tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 6) Keterlibatan 

Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

1. Pengertian 

Sudahkah kita memiliki pemahaman yang benar tentang pengertian Keuangan Desa, dan 

Pengelolaan Keuangan?  Berikut adalah pengertian/difinisi berdasarkan Permendagri No. 

113 Tahun 2014: 

 

 

Keuangan Desa 

 

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan  uang serta segala sesuatu 

berupa uang  dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

 

Pengelolaan Keuangan 

 

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun 

anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 



 

 

2. Kerangka Hukum Keuangan Desa 

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa adalah uang Negara yang harus dikelola berdasar pada hukum atau 

peraturan yang berlaku, khususnya: 

 

 

Kerangka Hukum Keuangan Desa 

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

 

 

  

a. PP No. 43 Tahun 2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

b. PP No. 60 Tahun 2014  Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah menjadi 

PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

 

 

 

a. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

b. PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (diperbaharui tiap tahun) 

 

Selain itu, beberapa peraturan lain yang terkait juga perlu difahami oleh pengelola keuangan 

desa, antara lain:  

a. UU  No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.  

c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Ketentuan-ketentuan pokok tentang Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum 

pada Pasal 71 ð 75  yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber-sumber 

Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desaa), Belanja Desa, dan 

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian 

dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80 

(Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 ð 106. Khusus mengenai Dana Desa diatur oleh 

PP No. 60 Tahun 2014  Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah 

menjadi PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 



Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Negara. 

Ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK No. 

93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa . Mengenai prioritas belanja desa diatur oleh 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 

2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang akan 

diperbaharui tiap tahun. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib merujuk pada 

tiga peraturan menteri di atas agar terhindar dari kekeliruan. 

 

3. Sumber Keuangan Desa 

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan 

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 

royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;  

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  

d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota; 

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;  

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan òhasil 

usahaó termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok. 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (huruf b) bersumber dari Belanja 

Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah 

anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan 

kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa 

ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara 

bertahap. 

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara 

bertahap. ôBertahapõ menurut PP 22/2015 memiliki dua arti: 



a. Merujuk pada ôbesaran danaõ yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah 

untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung 

memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan 

nasional ðdi satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap 

alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 

2016 dan 10% pada tahun 2017 . 

b. Merujuk pada ôtata cara penyaluranõ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD 

dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 

20 % dari total Dana Desa. 

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi 

Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan 

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara 

penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2). 

Besar dan tata cara  penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke desa sesuai 

dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa 

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. 

Pendapatan asli desa (point a) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke 

rekening desa. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun 

kabupaten) yaitu huruf b sd f diperoleh melalui transfer antar rekening  yaitu dari rekening 

kabupaten atau provinsi ke ke rekening kas desa. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah 

pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 

ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (hurup g dan h). Keseluruhan pendapatan 

desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

 

 

Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Hak Desa 

 

Perlu diketahui oleh desa bahwa pendapatan desa yang bersumber dari: 1) alokasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota;  

Dan 3) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 



Kabupaten/Kota; adalah hak desa. Dengan kata lain dari sisi negara dan pemerintah daerah, 

ketiga jenis belanja tersebut adalah ôbelanja wajibõ yang harus dialokasikan ke desa. Sebagai 

hak, maka desa harus mengetahui dan menuntut besaran alokasi dari belanja wajib sesuai 

dengan formula perhitungan dan mekanisme penyaluran. 

 

 

Desa dapat mengetahui besar dana yang akan diperoleh melalui transfer dari 

pemerintah dan pemerintah daerah. Desa mengetahui dana yang bersumber dari Dana Desa 

setelah Pemerintah menetapkan APBN. Sedangkan dana yang bersumber dari ADD dan bagi 

hasil pajak daerah setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD. Secara teknis, di tingkat 

pusat alokasi DD di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (DJPK) dan 

Alokasi Dana Desa di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DJPK akan 

menginformasikan total transfer DD ke kabupaten dan kabupaten menginformasikan total 

DD dan ADD ke setiap desa. Karena itu, informasi yang paling valid mengenai jumlah DD dan 

ADD yang akan diterima oleh tiap desa adalah informasi yang bersumber dari Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tiap kabupaten.  

 

4. Formula dan Penyaluran DD, ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

Kabupaten/Kota kepada Desa 

Formula untuk menghitung besaran dan mekanisme penyaluran dana desa diatur oleh PP 

No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan PMK 

No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sesuai dengan pasal 6 PMK, dalam melaksanakan 

penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiapDesa berasal 

dari  rincian Dana Desa setiapkabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P. 

2. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap 

Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap 

kabupaten/kota; dan 

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam 

pedoman ini disebut òBagian Formulaó), dengan bobot sebagai berikut : 

¶ 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk; 

¶ 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin; 

¶ 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan 



¶ 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

3. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu : 

 

 

Formula Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa 

 

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/kota ð Alokasi Dasar) x [(25% x 

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin 

Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang 

bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah 

Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa 

terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan)]. 

 

 

Sedangkan formula untuk ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada Desa diatur oleh PP 43 tahun 2014 pasal 96 dan pasal 97.  

Berdasarkan pasal 96 PP 43 tahun 2014, pengalokasian ADD mempertimbangkan:  

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan  

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 

kesulitan geografis Desa.  

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan 

bupati/walikota.  

Berdasarkan pasal Pasal 97, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari 

hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh 

perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah 

kabupaten/kota.Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan 

berdasarkan ketentuan:  

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan  

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil 

pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.  

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada 

Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara 

pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa 

diatur dengan peraturan bupati/walikota.  

Berdasarkan PP No. 22/2015 (pengganti PP No. 60/2014), Dana Desa hanya dapat 

disalurkan jika Kabupaten/kota dan Desa telah memenuhi persyaratan. Di tingkat 

Kabupaten/kota syarat yang harus ada adalah: 1) peraturan bupati/walikota tentang tata cara 

pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk tiap desa, 2)  peraturan daerah 

mengenai APBD tahun berjalan dan 3)  laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran 



sebelumnya karena tahun 2015 adalah tahun pertama penyaluran Dana Desa maka syarat 3) 

tidak diperlukan. Persyaratan tersebut harus disampaikan oleh Kabupaten ke DJPK sebelum 

pencairan pertama. 

Di tingkat Desa syarat yang harus ada adalah: 1) APB Desa yang telah ditetapkan 

melalui peraturan desa dan 2) laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester 

sebelumnya. Desa juga diwajibkan telah mempunyai rekening kas desa di Bank karena DD, 

ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diperoleh oleh desa melalui 

pemindahan atar rekening dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Kas 

Desa. Tabel berikut menunjukkan kewajiban pemerintah pusat, kabupaten/kota dan desa 

berakiatan dengan Dana Desa. 

 

UNIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN 

Pemerintah Pusat Å Menganggarkan Dana Desa dalam 

APBN 

Å Menetapkan dan menyalurkan Dana 

Desa ke kab./kota 

Å Menetapkan pedoman umum dan 

prioritas penggunaan Dana Desa 

Å Monitoring, evaluasi, dan pengenaan 

sanksi* 

Å Pendampingan 

*Termasuk evaluasi  atas 

perbup/perwali mengenai 

pembagian Dana Desa ke 

setiap Desa dan laporan 

penyaluran dan 

penggunaan Dana Desa 

Pemerintah 

Daerah 

(kab./kota) 

Å Menganggarkan Dana Desa dalam 

APBD 

Å Membuat perbup/perwali mengenai 

pembagian Dana Desa ke setiap 

Desa 

Å Menyalurkan Dana Desa sesuai 

ketentuan  

Å Membuat dan menyampaikan 

laporan realisasi penyaluran dan 

konsolidasi penggunaan Dana 

Desa** 

Å Pendampingan 

** laporan disampaikan 

kepada DJPK secara 

tahunan 

Pemerintah Desa Å Menganggarkan Dana Desa dalam 

APB Desa 

Å Menggunakan Dana Desa sesuai 

ketentuan*** 

Å Membuat dan menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Dana 

Desa ke kab./kota 

***Dana Desa 

diprioritaskan untuk 

pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat 

Sumber: Presentasi DJPK ð Kementrian Keuangan, 2014. 

  

Karena APBDesa merupakan dokumen anggaran yang merujuk pada dokumen sebelumnya, 

ada 3 tahap penting yang harus dilalukan oleh Desa untuk mempersiap-kan pencairan Dana 



Desa. Pertama, menyusun RPJMDesa dan menyelenggarakan musyawarah desa untuk 

menetapkan prioritas belanja desa selama masa jabatan kepala desa. Kedua, menyusun 

dokumen Rencana Tahunan Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Ketiga, adalah membuka rekening desa. 

 

5. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Seluruh pendapatan desa yang bersumber dari pasal 72 ayat 1 UU Desa akan dicatat dan 

dikonsolidasikan dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 

APB Desa merupakan satu-satunya dokumen anggaran di desa. Karena itu Desa wajib 

mencatatkan seluruh pendapatan dan pengeluarannya di dalam dokumen ini.  

Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud 

melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan 

Pengelolaan Keuangan Desa.  Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam 

tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan 

asas-asas, yaitu: 

 

Transparan  

Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada 

sesuatu  hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut 

kejelasan siapa, melakukan apa  serta bagaimana melaksanakannya.Transparandalam 

pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara 

terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawabanpemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan (KK, SAP,2005). 

 

 

Akibat Pengelolaan Keuangan yang tidak Transparan 

 

Pengelolaan keuangan yang tidak transparan  dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi 

keuangan  dengan tertib dan baik, adanya  aliran dana tertentu  (non budgeter/dana 

taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, 

merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan  masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu 

memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan/penyelewengan oleh oknum aparat yang 

berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan. 

 

 

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh 

proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait 



Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro 

aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja  untuk 

mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Akuntabel  

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan denikian, pelaksanaan 

kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desasecara tertib, kepada 

masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-

undangan.  

 

Partisipatif  

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban  wajib 

melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, 

utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan 

pembangunan di Desa.  

 

Tertib dan disiplin anggaran  

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan 

pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.Hal ini 

dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Asas Penunjuk Perwujudannya Mengapa Penting? 

Transparan 

Á Memudahkan akses publik terhadap 

informasi. 

Á Penyebartahuan informasi 

Keuangan Desa melalui berbagai 

media yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 

Á Memenuhi hak masyarakat  

Á Menghindari konflik 

Akuntabel 

Á Laporan Pertanggungjawaban 

pelaksanaan pembangunan ð

dengan menggunakan keuangan 

desa- dibahas dalam Musyawarah 

Desa. 

Á Mendapatkan legitimasi 

masyarakat 

Á Mendapatkan kepercayaan 

publik 



Asas Penunjuk Perwujudannya Mengapa Penting? 

Á Informasi kepada publik. 

Partisipatif 

Á Prioritas belanja desa ditetapkan 

dalam musyawarah desa 

berdasarkan pada penilaian 

kebutuhan masyarakat. 

Á Pelaksanaan pembangunan (belanja 

desa) dilakukan oleh kepala desa 

dan perangkat desa dengan 

melibatkan masyarakat. 

Á Memenuhi hak masyarakat 

Á Menumbuhkan rasa memiliki 

Á Meningatkan keswadayaan 

masyarakat 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

Á Taat hukum 

Á Tepat waktu, tepat jumlah 

Á Sesuai prosedur 

Á Menghindari penyimpangan 

Á Meningkatkan prefesionalitas 

 

 

6. Tahapan Kegiatan Pengelolaan  

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan 

mengikuti siklus. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Perencanaan 

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan 

dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan 



desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk 

menyusun APB Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. 

 

 

  RPJM & RKP Desa  APB Desa  

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah 

proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah 

rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai 

dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APB Desa dimaksud disusunlah rencana 

anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP). 

 

APB Desa RAB SPP 

Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APB 

Desa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan. 

 

Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan 

masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur 

tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan 

keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi 

keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan 

keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APB Desa. Hasil dari 

penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan itu sendiri. 

 

Pelaporan 

Pelaporan adalah kegiatan  yang dilakukan  untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan  

dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk 

pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang 

diberikanLaporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu 

kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang 

ditugaskan.Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APB 

Desa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. 

 

Pertanggungjawaban 



Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran 

yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.  

 

7. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) 

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi 

keharusan. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok 

Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa 

(Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi 

keberadaan dan kepentingan desa. 

 Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan PKD harus memberikan 

ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara longgar dapat 

dipahami sebagai warga desa setempat, 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun 

bersama, berperan dan terlibat secara positif dan memberikan sumbangsih dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa.  Namun bila hal itu dilakukan secara pribadi oleh orang 

seorang warga desa, tentu akan cukup merepotkan. Oleh karena itu, peran dan keterlibatan 

dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui Lembaga 

Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di desa setempat. 

 Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena: 1) Menumbuhkan 

rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan. 2) 

Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara 

dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan 3) Memberikan 

legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan. Dengan demikian, pengelolaan 

keuangan desa tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan ôtekniõ saja, melainkan 

sebagai kegiatan ôpolitik anggaranõ yaitu kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya milik 

bersama desa bagi kesejahteraan. 

 Posisi anggota masyarakat di dalam satu komunitas desa tidak seimbang. Seringkali 

dalam komunitas desa ada kelompok yang tersisih disebabkan oleh ekonomi (kelompok 

miskin), umur (anak-anak dan manula), jenis kelamin (perempuan dalam masyarakat 

patriakat), minoritas, atau memiliki keterbatasan fisik. Kelompok ini, terutama kelompok 

miskin dan marginal yang justru menjadi tujuan utama dari alokasi anggaran desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka justru tidak mengetahui dan tidak dapat mengakses 

anggaran desa. Untuk itu perlu tindakan affirmasi terhadap kelompok-kelompok ini di desa. 

Affirmasi dan pendamping sebaiknya menjadi bagian yang inherent dalam proses 

perencanaan dan pelaknaan pengelolaan keuangan desa. Tindakan affirmasi dilakukan 

secara substantif (prioritas alokasi belanja desa) dan prosedural (pelibatan kelompok ini 

dalam proses perencanaan anggaran). Dalam konteks pelibatan, kelompok ini tidak dapat 

serta merta mengetahui hak dan mampu menyuarakan kepentingan mereka. Karena itu 



diperlukan juga proses pengorganisasian dan pendampingan terhadap kelompok ini baik 

oleh pendamping di dalam desa maupun oleh pendamping yang ditempatkan di desa. 

 Bagaimana peran dan keterlibatan itu diwujudkan dalam setiap tahap.kegiatan PKD? 

Apakah wujud peran dan keterlibatan itu memiliki hubungan dengan asas-asas PKD? Tabel 

di bawah ini mencoba memberikan gambaran: 

 

Peran/Keterlibatan Masyarakat 

Tahap Kegiatan Peran dan Keterlibatan Terkait dengan Asas 

Perencanaan ¶ Melakukan penilaian terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

¶ Melakukan pengorganisasian untuk dapat 

berpartisipasi secara efektif dalam Musdes 

dan Musrenbangdes. 

¶ Menetapkan prioritas belanja desa dalam 

Musdes dan musrenbangdes. 

Partisipatif 

Pelaksanaan Á Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, 

memfasilitasi proses pengadaan barang 

dan jasa, mengelola atau melaksanakan 

pekerjaan  terkait kegiatan  yang telah 

ditetapkan dalam Perdes tentang APB 

Desa.  

Á Memberikan masukan terkait perubahan 

APB Desa 

Partisipatif 

Transparan  

Penatausahaan ¶ Meminta informasi, memberikan masukan, 

melakukan audit partisipatif. 

¶ Melakukan pemantauan dalam 

pelaksanaan belanja desa. 

Transparansi 

Akutabel 

Tertib dan disiplin anggaran 

Pelaporan dan  

Pertanggung-

jawaban 

Meminta informasi, mencermati materi LPj, 

Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj 

dalam Musyawarah Desa. 

Partisipatif Transparan  

Akuntabel 

 

b. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa melekat dalam fungsi dan tugas Pemerintah Desa. Dengan 

demikian, Pengelola keuangan desa adalah aparat pemerintahan desa sesuai tugas dan 

fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Guna memahami dengan benar 

òsiapa, apa tugas dan tanggungjawabó pengelola dimaksud, perlu dipaparkan secara 

ringkas: 1) Struktur Pemerintah Desa. 2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Pelaksana 

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). 4) Tugas dan Tanggungjawab Pengelola. 5) Etika 

Pengelola Keuangan Desa. 

 



1. Struktur Pemerintah Desa 

Bagan di bawah ini menunjukkan struktur organisasi pemerintah desa sesuai UU No. 6 Tahun 

2014.  Sekretaris Desa memimpin sekretariat yang membawahi sebanyak-banyaknya 3 Urusan. 

Setiap Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur),yang bertanggungjawab kepada Sekretaris, 

dan (dapat) memiliki 1 orang atau lebih staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan 

desa.  Salah seorang staf Kaur ditetapkan sebagai Bendahara. 

Pelaksana Teknis ð unit baru yang diperkenalkan UU No. 6 Tahun 2014- terdiri dari 

sebanyak-banyaknya 3 Seksi. Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) yang langsung 

bertanggungjawab kepada Kepala Desa.  

2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Kepala Desa  adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili 

Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan sebagaimana 

ditegaskan dalam  Pasal 3 Permendagri No. 113 Tahun 2014. 

 

3. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa  (PTPKD) 

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa  

(PTPKD) yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Dalam PTPKD dimaksud Sekretaris Desa sebagai koordinator. Kepala Seksi sebagai 

pelaksana kegiatan sesuai bidangnya, dan Bendahara, yaitu unsur staf sekretariat desa (kaur) 

yang membidangi administrasi keuangan. 

 

4. Tugas dan tanggungjawab Pengelola 

Masing-masing pelaku dalam PTPKD mengemban tugas dan tanggungjawab sebagaimana 

dipaparkan dalam bagan di bawah ini. 

 



 

 

 

5. Etika Pengelola 

Etika adalah rambu-rambu, patokan, norma, yang diturunkan dari nilai-nilai moral yang 

menjadi acuan bertindak bagi seseorang dalam melaksankan tugas dan tanggung-jawabnya. 

Etika ini menjadi sangat penting bila seseorang dimaksud adalah pejabat publik yang 

menentukan nasib masyarakat. Etika dimaksud bukan hukum, tetapi setiap tindakan yang 

melanggar etika pasti akan melanggar hukum. Etika ini muncul dalam semua sisi kehidupan 

kita. Dalam tindak laku bermasyarakat misalnya, kita sejak dini diajari untuk menghormati 

kepada orang yang lebih tua, sopan santun dalam berbicara, dan seterusnya. Kejujuran, tidak 

mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat, 

adalah sedikit contoh yang menunjukkan etika dalam mengelola atau mengemban amanah 

masyarakat. Etika ini menjembatani agar nilai-nilai moral bisa menjadi tindakan nyata. 



Dalam administrasi negara dikenal etika administrasi negara yang bertujuan  untuk 

menyelengarakan kegiatan administrasi negara dengan baik, dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Itu berarti, saat etika administrasi negara digunakan dengan baik 

oleh para penyelenggara negara (administrator) maka etika kehidupan berbangsa pun dapat 

berlangsung dengan baik, sebaliknya, apabila etika administrasi negara tidak secara benar 

melandasi setiap tindakan dalam administrasi negara maka dapat diindikasikan begitu 

banyaknya masalah yang berdampak negative/merusak kehidupan berbangsa.  

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, menumbuhkan suasana politik yang 

demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, 

menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang 

lebih benar dari manapun datangnya,serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika 

pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam 

memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya melanggar kaidah dan 

sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Pengelola Keuangan Desa dituntut untuk menjunjung tinggi, memegang teguh etika 

mengelola keuangan. Pertama, uang membawa godaan yang besar untuk melanggar etika 

dan hukum. Melanggar etika akan berdampak pada sanksi sosial, yang menyebabkan 

merosotnya martabat seseorang di hadapan masyarakat. Melanggar hukum tentu akan 

berhadapan dengan hukum, Dewasa ini terlalu banyak aparat penyelenggara 

pemerintahan/Negara yang harus ôpensiun diniõ karena masuk penjara. Kedua, tugas dan 

tanggungjawab mengelola keuangan desa berhubungan erat dan menentukan nasib rakyat 

desa.  APB Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Apakah desa-desa kita akan 

menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan sejauh 

mana etika pengelolaan keuangan dipegang teguh para Pengelola Keuangan Desa.  

 

c. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan  

Perencanaan, yaitu penyusunan APB Desa. Dengan demikian, penting untuk memahami 

secara tepat berbagai aspek APB Desa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme 

penyusunannya. 

 

1. Pengertian 

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan 

pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam 

kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses 

penyusunan APBDesa.Sebagaimana telah dijelasakan sebelumnya, penyusunan APBDesa 

berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan dengan Perdes, 

merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. 



 

2. Fungsi APB Desa 

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APB Desa menjamin kepastian rencana 

kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai rencana  yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya 

anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. APB Desa menjamin 

kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil 

kegiatan secara teknis. 

 

3. Ketentuan Penyusunan APB Desa 

Dalam menyusun APB Desa, ada beberapa ketentuan yag harus dipatuhi: 

a. APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes. 

b. APB Deaa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari 

sampai 31 Desember tahun berikutnya. 

c. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat. 

d. Rancangan APB Desa harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

e. APB Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, 

selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. 

Selain itu, secara teknis penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan: 

a. Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya 

berdasarkan pada perhitungan sumber-sumber pendapatan desa yang diketahui oleh desa. 

 

b. Belanja Desa 

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan 

penggunaan keuangan desa harus  konsisten(sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat 

peruntukan) dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

c. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus 

disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta 

tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. 

 



d. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggara) 

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi 

terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan 

adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat 

direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. 

 

  



4. Mekanisme, Tugas, dan Tanggungjawab Pelaku dalam Penyusunan APB Desa 

Mekanisme (prosedur dan tatacara) penyusunan APB Desa dapat dilihat pada bagan alur di 

bawah ini: 

 

5. Membaca Struktur APB Desa 

Struktur/susunanAPB Desa terdiri dari tiga komponen pokok: 

¶ Pendapatan Desa 

¶ Belanja Desa 

¶ Pembiayaan Desa 

Masing-masing komponen itu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: 

 

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan 

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

 

Kelompok 

Pendapatan 

Jenis Pendapatan Rincian Pendapatan 

Pendapatan 

Asli Desa 

a. Hasil Usaha 

b. Hasil Aset 

 

 

c. Swadaya, partisipasi, gotong 

royong 

 

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 

Desa 

¶ Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa 

¶ Tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum, jaringan 

irigasi 

¶ Membangun dengan kekuatan 

sendiri yang melibatkan peran serta 

masyarakat  berupa tenaga, barang 

yang dinilai dengan uang 

¶ Hasil pungutan desa 



Kelompok 

Pendapatan 

Jenis Pendapatan Rincian Pendapatan 

Transfer a. Dana Desa; 

b. Bagian dari  Hasil Pajak  

Daerah Kabupaten/Kota dan 

Retribusi Daerah; 

c. Alokasi Dana Desa (ADD); 

d. Bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi; dan  

e. Bantuan Keuangan APBD 

Kabupaten/Kota. 

 

Pendapatan 

Lain-lain 

a. Hibah dan Sumbangan dari 

pihak ketiga yang tidak 

mengikat;  

b. Lain-lain pendapatan Desa 

yang sah. 

¶ Pemberian berupa uang dari pihak 

ketiga 

 

¶ Hasil kerjasama dengan pihak ketiga 

atau bantuan perusahaan yang 

berlokasi di desa 

 

Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan 

Desa. 

 

Kelompok Belanja Jenis Kegiatan 

(Sesuai RKP Desa) 

Jenis Belanja dan Rincian Belanja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

 

a. Kegiatan 

Pembayaran 

Penghasilan Tetap 

dan Tunjangan 

 

 

 

 

 

 

 

b. Operasional 

kantor 

 

Belanja Pegawai 

1. Pembayaran penghasilan tetap   

¶ Kepala Desa (1 org) 

¶ Sekretaris Desa (1 org) 

¶ Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus, dll mis. 11 

org) 

2. Pembayaran tunjangan 

¶ Kepala Desa 

¶ Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus) 

¶ BPD (mis: 5 org) 

3. Insentif RT dan RW (mis: 5 RW, 25 RT) 

 

1.Belanja Barang dan Jasa 

Á ATK, Listrik, Air, Telepon 

Á Fotocopy/Penggandaan 

Á Benda Pos 

2.Belanja Modal  

Á Komputer 

Á Mesin Tik 



Kelompok Belanja Jenis Kegiatan 

(Sesuai RKP Desa) 

Jenis Belanja dan Rincian Belanja 

Á Meja, Kursi, Lemari 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Desa 

 

Kegiatan 

Pembangunan Jalan 

Lingkungan (Rabat 

Beton), dll (contoh) 

1. Belanja Barang dan Jasa 

¶ Upah 

¶ Sewa Mobil 

¶ Minyak Bekesting 

¶ Paku, Benang 

2. Belanja Modal 

¶ Marmer Prasasti 

¶ Beton Readymix 

¶ Kayu 

¶ Pasir 

¶ Batu 

¶ Plastik Cor 

Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Desa 

 

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Keamanan dan 

Ketertiban 

Lingkungan (contoh) 

1. Belanja Barang dan Jasa 

¶ Honor Pelatih 

¶ Transpor Peserta 

¶ Konsumsi 

¶ Alat Pelatihan 

¶ dll 

2. Belanja Modal 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

 

Kegiatan Pelatihan 

Kelompok Tani 

(contoh) 

1. Belanja Barang dan Jasa 

¶ Honor Penyuluh Pertanian 

¶ Transpor Penyuluh 

¶ Konsumsi 

¶ Alat Pelatihan 

2. Belanja Modal 

Belanja Tak 

Terduga 

  

 

 

6. Komposisi Belanja dalam APB Desa 

Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan 

ketentuan:  

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 

Desa 

b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa 

digunakan untuk:  

¶ Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  

¶ Operasional Pemerintah Desa;  

¶ Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan  



¶ Insentif rukun tetangga dan rukun warga. 

 

7. Perhitungan Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparat Pemerintah Desa  

Pasal 81 PP 43 Tahun 2014, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan 

dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap 

kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:  

¶ ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan 

maksimal 60% (enam puluh perseratus); 

¶ ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh 

perseratus); 

¶ ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% 

(empat puluh perseratus);  

¶ ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) 

digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).  

 

8. Pembiayaan Desa 

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Penerimaan 

Pembiayaan 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran 

(SiLPA) tahun sebelumnya 

 

 

 

 

b. Pencairan Dana Cadangan 

c. Hasil  penjualan kekayaan desa yang 

dipisahkan. 

¶ Pelampauan penerimaan 

pendapatan terhadap belanja 

¶ Penghematan belanja 

¶ Sisa dana kegiatan lanjutan. 

 

 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

b. Penyertaan Modal Desa. 

Kegiatan yang penyediaan 

dananya tidak dapat 

sekaligus/sepenuhnya 

dibebankan dalam satu tahun 

anggaran. 



 

9. Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Perencanaan 

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat 

dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil 

kegiatan. Ketepatan perencanaan itu akan terjamin bila dalam prosesnya benar-benar 

mengacu pada ketentuan dan didasarkan pada azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa. 

Bagaimana agar azas-azas itu mewujud dalam proses perencanaan? Tabel di bawah ini, 

mencoba memberikan gambaran. 

 

Asas Penerjemahannya dalam Perencanaan Kapasitas dan aturan Yang 

dibutuhkan 

Partisipasi Á Pemerintah Desa membuka 

ruang/mengikutsertakan masyarakat 

desa terutama kelompok miskin dan 

marginal dalam menyusun RKP Desa 

maupun Rancangan APB Desa baik 

dalam Musdes maupun 

musrenbangdes. 

Á Sebelum Musyawarah Desa dilakukan, 

BPD aktif berdiskusi dengan kelompok-

kelompok masyarakat untuk memahami 

kebutuhan mereka. 

Á BPD berpedoman pada prioritas belanja 

desa yang disepakati dalam 

Musyawarah Desa ketika  membahas 

Rancangan APB Desa bersama 

Pemerintah Desa 

Á Masyarakat memberikan masukan  

kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD  

Á Komitmen Kepala Desa untuk 

melibatkan masyarakat secara 

optimal 

Á Warga masyarakat yang 

memahami ketentuan maupun 

teknis penyusunan APB Desa 

Á Aturan dan mekanisme kerja BPD 

yang memastikan penilaian 

kebutuhan masyarakat dilakukan 

sebelum musdes. 

Á Tata kerja BPD untuk menyerap 

dan menampung aspirasi 

masyarakat. 

Transparansi Mengumumkan, menginformasikan jadwal, 

agenda, dan proses penilaian kebutuhan 

masyarakat, Musdes dan Musrenbangdes 

serta hasil perencanaan secara terbuka 

kepada masyarakat 

Á Sosialisasi dilakukan secara resmi 

oleh Pemerintah Desa dan BPD 

Á Sarana prasarana 

penyebartahuan informasi 

Á Warga peduli informasi 

Akuntabel Á Proses (tahap kegiatan) dilakukan 

sesuai ketentuan 

Á Kegiatan dilakukan oleh pihak yang 

berkompeten 

Á Rencana disusun berdasarkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat dan data 

Á Rencana disepakati oleh para pihak 

terkait. 

Á Pertanggungjawaban keuangan desa 

dibahas dalam Musyawarah Desa. 

Á Mengumumkan, 

menyosialisasikan ketentuan dan 

proses peyusunan APB Desa 

Á Pembahasan Rancangan APB 

Desa dilakukan secara terbuka, 

dalam arti dapat dihadiri oleh 

masyarakat. 

Á Warga yang peduli pembahasan 

APB Desa. 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

Á Mengalokasikan anggaran dalam 

jumlah tertentu dalam APB Desa untuk 

membiayai proses perencanaan 

Rincian kegiatan dalam proses 

perencanaan yang membutuhkan 

dukungan pendanaan secara wajar. 



Asas Penerjemahannya dalam Perencanaan Kapasitas dan aturan Yang 

dibutuhkan 

Á Anggaran dimaksud digunakan secara 

tepat jumlah dan hanya untuk kegiatan 

perencanaan 

 

 

 

d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan, dimulailah tahap Pelaksanaan. Kegiatan pokok 

pada tahap ini mencakup: penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal yang juga sangat pentig untuk 

dipahami dengan tepat dan benar adalah tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaku 

(Pengelola). Bab ini akan memaparkan secara rinci topik di atas.  

 

1. Pengertian 

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk 

melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB Desa. Kegiatan pokok 

dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua: 1) Kegiatan yang 

berkaitan dengan pengeluaran uang, dan 2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan.Beberapa 

ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 

(1) Pelaksanaan pembangunan, yang didanai oleh APB Desa, dilakukan oleh Desa (Kepala 

Desa, Perangkat Desa dengan melibatkan Masyarakat Desa). 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 

2014). 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap 

dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014). 

(4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan 

sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan 

desa(pasal 26 ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja 

pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 

 

2. Tugas dan Tanggungjawab Pelaku 

Tugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 



Unsur Pengelola Tugas dan Tanggungjawab 

Kepala Seksi (Kasi) Á Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya. 

Á Mengajukan SPP ð  surat permohonan pencairan 

Á Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa 

Á Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan 

Sekretaris Desa 

 

Á Memverifikasi RAB 

Á Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP  

Kepala Desa Á Mengesahkan RAB 

Á Menyetujui SPP 

Bendahara 

 

Á Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas 

Desa 

Á Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum 

Á Mendokumentasikan bukti bukti pengeliaran 

 

3. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan 

Kegiatan awal yang harus dilakukan pada tahap ini meliputi: 1) Penyusunan RAB. 2) 

Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Pengajuan SPP. 4) Pembayaran, dan 5) Pengerjaan Buku Kas 

Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud, secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

 

Penyusunan RAB 

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standard harga barang dan 

jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standard harga dimaksud 

diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat (desa atau kecamatan setempat). Dalam 

hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa (tertentu) dapat 

menggunakan standar harga barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Adapun prosedur dan tatacara penyusunan RAB sebagai berikut: 

 

Gambar Bagan 

 

 

¶ Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi) menyiapkan RAB untuk semua rencana kegiatan. 

¶ Sekretaris Desa memverifikasi RAB dimaksud. 

¶ Kepala Seksi mengajukan RAB yang  sudah diverifikasi kepada Kepala Desa. 

¶ Kepala Desa menyetujui dan mensahkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB). 

 

 

Contoh RAB 



RENCANA ANGGARAN KEGIATAN 

DESA: MUTIARA   KEC.: BATU MULIA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

      1.  Bidang                           : Pelaksanaan Pembangunan Desa 

2. Kegiatan                       : Jalan Lingkungan (Rabat Beton) 

3. Waktu Pelaksanaan: 

          Rincian Pendanaan 

    
No

. 
URAIAN Volume Satuan 

Harga 

Satuan Rp. 
Jumlah                      Rp. 

1 2 3   4 5 

1. Belanja Barang dan Jasa 

1.1 Upah Pekerja      137  HOK 40.000 5.480.000 

1.2 Upah Tukang        45  HOK 50.000 2.250.000 

1.3  Paku 5-10 cm        11  Kg 16.000 176.000 

1.4  Minyak Bekesting          4  Ltr 2.000 7.200 

1.5 Benang          5  bh 3.000 15.000 

1.6 Mobil Pik Up          4  hari 250.000 1.000.000 

1.7 Ember          5  glg 5.000 25.000 

Sub Total 1) 8.953.200 

2. Belanja Modal  

   

  

2.1 Beton Readymix 86 M3  800.000             68.800.000  

2.2  Kayu Bekesting 2 M3 1.100.000               1.760.000  

2.3 Pasir Urug 25 M3      110.000               2.706.000  

2.4 Plastik cor 757 M2            2.000               1.514.000  

2.5 Batu Scroup 11 M3          130.000               1.430.000  

2.6 Papan Proyek 1 bh 150.000                 150.000  

2.7 Prasasti Marmer 1 bh 350.000                 350.000  

Sub Total 2)         76.710.000  

Total 85.663.200,00 

      

    

Desa Mutiara, tanggal......... 

Disetujui/Mensahkan 

    



      Kepala Desa 

  

Pelaksana Kegiatan 

      
 

 

 

Pengadaan Barang/Jasa  

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan 

di lapangan, Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang 

dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan 

dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.  Pengadaan 

barang dan jasa dimaksud bertujuan untuk dan menjamin: 

Á Penggunaan anggaran secara efisien efisien 

Á Efektifitas pelaksanaan sebuah kegiatan 

Á Jaminan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai (tepat jumlah, tepat waktu, dan 

sesuai spesifikasi) 

Á Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang/jasa 

Á Peluang yang adil bagi seluruh masyarakat atau pengusaha terutama yang berada di 

desa setempat untuk berpartisipasi  

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, 

efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta sesuai 

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan  memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa. 

Prioritas bagi warga dan atau pengusaha desa setempat, serta barang dan jasa yang 

tersedia atau dapat disediakan di desa setempat, mengandung maksud untuk mendorong 

peningkatan kegiatan ekonomi lolal/desa.  Dengan demikian, memberikan dampak yang 

nyata bagi perkembangan eknomi masyarakat desa. Namun, proses pengadaan itu harus 

tetap berdasar pada ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan.  

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 

2014, diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, setiap Bupati/Wali Kota wajib 

menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tatacara dan menggariskan 

ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa. 

Salah satuperaturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah Perka LKPP No. 13 

Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dalam Perka 

dimaksud dinyatakan secara jelas bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APB 

Desa di luar ruang lingkup pengaturan pasal 2 Perpres 54 /2010 jo Perpres 70/2012. Menurut 

Perka LKPP tersebut, tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Desa yang sumber 



pembiayaannya dari APB Desa ditetapkan oleh kepala daerah dengan tetap memperhatikan 

ketentuan  peraturan Kepala LKPP dan kondisi masyarakat setempat.  

Berikut disajikan informasi tentang pokok-pokok pengaturan dalam Perka LKPP 

dimaksud: 

 

 

 

 

 

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 



Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut: 
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¶ Berdasarkan RAB tersebut, Pelaksana Kegiatan membuat Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung 

Jawab Belanja dan Bukti Transaksi. Ke 

¶ Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya.  

¶ Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa 

¶ Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. 

 

Pembayaran 

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut: 

¶ Kepala Seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa 

¶ Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP 

¶ Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. De 

 

 

 

Tentang Pajak 

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

¶ Pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung 

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. 

¶ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut 

pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi 

atau badan dan pemotong atau pemungut pajak. 

¶ Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas 

pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran 

untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan 

penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran 

terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).  

¶ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan 

Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau 

pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual 

memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak 



minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual ð namanya Pajak. Keluaran dan lembar 

pertama untuk PKP pembeli ð namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% 

(sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% 

(seratus sepuluh persen). 

¶ Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas 

pajak. 

 

Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan 

Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas 

Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.Buku Kas 

Pembantu Kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan 

pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. 

 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

DESAêêêêêê..  KECAMATANêêêêêêê.. 

TAHUN ANGGARANêêêêêêêêêêêêêê. 

Bidang : 

Kegiatan : 

No Tgl Uraian 

Penerimaan (Rp.) 

Nomor 

Bukti 

Pengeluaran(Rp.) 

Jumlah 

Pengembalian 

ke Bendahara 

Saldo 

Kas 

(Rp.) 

Dari 

Bendahara 

Swadaya 

Masyarakat 

Belanja 

Barang 

dan 

Jasa 

Belanja 

Modal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Pindahan Jumlah dari 

halaman sebelumnya 

       

  Jumlah        

  Total Penerimaan    Total Pengeluaran  

      Total Pengeluaran + Saldo Kas  

 

Desaêêêêêê.. 

êê.,Tanggalêê 

 

Pelaksana Kegiatan 

 

4. Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaksanaan 

Tahap Pelaksanaan ini adalah tahap yang rawan tindakan dan/atau peristiwa yang potensial 

menghambat kelancaran pengerjaan kegiatan di lapangan, antara lain: konflik diantara 

pihak-pihak terkait, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang, karena 

pada tahap ini terjadi aliran uang yang nyata. Untuk menghindari semua itu, ketentuan dan 

azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa harus diperhatikan dan diwujudkan secara sungguh-

sungguh. 



 

Asas Penerjemahannya dalam Pelaksanaan Yang dibutuhkan  

Partisipasi ¶ Mengutamaan sumber daya yang ada 

di desa  

¶ Masyarakat terlibat dalam:  

1. Survey harga 

2. Menyusun RAB 

3. Memfasilitasi proses pengadaan 

barang dan jasa. 

 

Á Kasi terkait membentuk tim 

penyusun RAB 

Á Ada warga yang mengerti 

tentang tatacara dan terampil 

menghitung RAB 

Transparansi Á Barang dan jasa yang dibutuhkan 

diumumkan secara terbuka 

Á Standard harga hasil survey 

diumumkan secara terbuka 

Á Spesifikasi barang dan jasa yang 

dibutuhkan diumumkan secara terbuka 

Á (Bila pengadaan melalui pelelangan) 

Penawaran dari pemenang lelang 

diumumkan secara terbuka 

Á Data harga dan spesifikasi 

barang dan jasa yang umum 

berlaku di desa setempat 

Á Warga yang memiliki 

pengetahuan tentang harga dan 

spesifikasi barang dan jasa yang 

dibutuhkan 

Á Warga yang memiliki 

kemampuan dan/atau usaha 

penyediaan barang dan jasa 

Á Mengumumkan renvana 

pengadaan barang dan jasa 

Akuntabel Á Kegiatan dilakukan sesuai ketentuan, 

prosesur, dan tatacara yang telah 

ditetapkan 

Á Kegiatan dilakukan oleh pihak yang 

berkompeten 

Á Setiap kegiatan didukung  dan dapat 

dibuktikan dengan dokumen yang 

dipersyaratkan 

Á Menyampaikan laporan 

perrtanggungjawaban penggunaan 

dana secara bertahap selama rentang 

waktu pengerjaan kegiatan  

Á Membuka ruang bagi masyarakat 

untuk melakukan pemantauan 

Á Mengumumkan, 

menyosialisasikan kegiatan yang 

akan dilaksanakan 

Á Menyosialisasikan ketentuan dan  

tatacara pelaksanaan kegiatan 

Á Warga yang memiliki 

keterampilan melakukan 

pemantauan 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

Á Mencatat/membukukan setiap 

transaksi pada hari transaksi terjadi. 

Á Data keuangan konsiten (tepat jumlah 

dan tepat penggunaan) 

 

 

e. Penatausahaan Keuangan Desa 

Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini 

bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi 

syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Apa saja ketentuan yang harus dipatuhi, tugas dan 

tanggung jawab Pengelola, prosedur dan dokumen penatausahaan dipaparkan secara rinci 

pada Bab ini.  



 

1. Pengertian 

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun 

pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.  

 

2. Ketentuan Pokok Penatausahaan 

Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang 

menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung 

secara benar dan tertib. Secara ringkas, ketentuan pokok dimaksud disajikan pada tabel di 

bawah ini: 

Transaksi/Kegiatan Ketentuan Pokok 

Rekening Desa 1. Rekening Desa dibuka oleh Pemerintah Desa di bank 

Pemerintah atau bank Pemerintah Daerah atas nama 

Pemerintah Desa.  

2. Spesimen atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan 

jumlah rekening sesuai kebutuhan. 

Penerimaan Penerimaan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Disetorkan oleh bendahara desa 

2. Disetor langsung oleh Pemerintah supra desa atau Pihak III 

kepada Bank yang sudah ditunjuk 

3. Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan 

kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke Bank.  

Penerimaan oleh bendahara desa harus disetor ke kas desa paling 

lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran 

Pungutan Pungutan dapat dibuktikan dengan: 

1. Karcis pungutan yang disahkan oleh Kepala Desa 

2. Surat tanda bukti pembayaran oleh Pihak III 

3. Bukti pembayaran lainnya yang sah 

Pengeluaran 1. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan 

dengan peraturan desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa 

tentang Perubahan APB Desa 

2. Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

 

3. Tugas, Tanggung jawab, dan Prosedur Penatausahaan 

a. Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan 

maupun  pengeluaran. 

b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala 

desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

c. Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 



pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan 

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan didesa. 

 

4. Prosedur Penatausahaan Penerimaan 

a. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa  

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur 

dan tatacara sebagai berikut: 

1) Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.  

2) Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainya. 

3) Bendahara Desa mencatat semua penerimaan 

4) Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa 

5) Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.  

 

Dilarang..!! 

 

Bendahara Desa dilarang: 

Á Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APB 

Desa. 

Á Menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

b. Prosedur Penerimaan  melalui Bank  

Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagai 

berikut: 

1) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dlm rangka menyimpan uang dan surat 

berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa. 

2) Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yg berlaku. 

3) Dokumen yg digunakan oleh bank meliputi: 

¶ STS/Slip setoran 

¶ Bukti penerimaan lain yg syah 

4) Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yg dilakukan melalui 

bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank yg 

syah. 



5) Bendahara desa mencatat semua penerimaan yg disetor melalui bank di Buku Kas 

Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank 

 

 

1 Buku Kas 

Penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan  menggunakan: 

 

1) Buku Kas Umum 

Buku Kas Umum ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun 

pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai). 

 

 

 

 

 

BUKU KAS UMUM 

DESA êêêêêêêê KECAMATAN êêêêêêêêêêê. 

TAHUN ANGGARAN ....................... 

 

No Tgl 
KODE 

REKENING 
URAIAN 

 

PENERI-

MAAN 

(Rp.) 

 

PENGELU-

ARAN 

(Rp.) 

NO 

BUKTI  

JUMLAH 

PENGELUARAN 

KUMULATIF 

SALDO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

              

              

              

              

              

  JUMLAH  Rp. Rp.    

 

êêêêê., tanggal êêêêêêê 

 

MENGETAHUI     BENDAHARA DESA, 



 KEPALA DESA,   

 

 

 _______________________________                _______________________________ 

 

 

2) Buku Kas Pembantu Pajak 

Berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya 

PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu). 

 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  

DESA êêêêêêêê KECAMATAN êêêêêêêêêêê. 

TAHUN ANGGARAN ........ 

 

No. TANGGAL URAIAN 
PEMOTONGAN 

(Rp.) 

PENYETORAN  

(Rp.) 

SALDO 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

JUMLAH    

 

êêêêê., tanggal êêêêêêê 

 

MENGETAHUI     BENDAHARA DESA, 

 KEPALA DESA,   

 

 

 _______________________________                _______________________________ 

 

3) Buku Bank  



Berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang 

terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dll). 

 

BUKU BANK DESA 

DESA êêêêêêêê KECAMATAN êêêêêêêêêêê. 

TAHUN ANGGARAN ......... 

 BULAN  : 

 BANK CABANG : 

 REK. NO.  :  

No 

TGL 

TRAN 

SAKSI 

URAIAN 

TRANSAKSI 

BUKTI 

TRANSAKSI 

PEMASUKAN PENGELUARAN 

SALDO SETORAN 

(Rp.) 

BUNGA 

BANK 

(Rp.) 

PENARIKAN 

(Rp.) 

PAJAK 

(Rp.) 

BIAYA 

ADMINISTRASI 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI       

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF       

       

ê

ê 

êêêêê., tanggal êêêêêêê 

 

MENGETAHUI     BENDAHARA DESA, 

 KEPALA DESA,   

 

 

 _______________________________                _______________________________ 

 

      

4) Bukti Transaksi 



Selain berupa Buku Kas, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan 

bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi 

bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data 

transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di 

dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data: pihak yang mengeluarkan atau yang 

membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang 

memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. 

Contoh Bukti Transaksi:  

¶ Kuitansi: Merupakan bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang 

sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh si penerima uang. 

¶ Nota Kontan (Nota): Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar 

secara tunai. 

¶ Faktur: Merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit. 

¶ Memo Internal (Memo): Merupakan bukti transaksi internal antara pihak-pihakdalam 

internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan 

piutang, dll 

¶ Nota Debit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang 

dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. 

¶ Nota Kredit: Merupakan bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang 

dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan. 

                                Nota 

 

                                    Kwitansi 



 

 

 

2 Status dan Fungsi Dokumen Penatausahaan 

Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transakasi adalah 

dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi untuk sumber data 

untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam 

proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain 

terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, 

mengubah, seluruh atau sebagaian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum. 

 

3 Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Penatausahaan 

Bagaimana agar azas-azas pengelolaan keuangan desa mewujud dalam kegiataan 

Penatausahaan? 

 

Asas Penerjemahannya dalam 

Penatausahaan 

Yang dibutuhkanê. 

Partisipasi Membuka peluang bagi kegiatan audit 

partisipatif (downward accountability) 

Warga yang memiliki 

kemampuan (pengetahuan dan 

ketermpilan) untuk melakukan 

audit keuangan dan.atau proses 

Transparan Mengumumkan secara terbuka 

Laporan Bulanan Bendahara 

 

Akuntabel Á Laporan bulanan Bendahara 

dilakukan secara rutin 

Á Dilakukan rekonsiliasi rekening 

setiap bulan 

 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

Á Laporan bulanan Bendahara 

dilakukan tepat waktu 

Á Laporan bulanan Bendahara 

memuat semua transaksi dalam 

 



satu bulan laporan 

Á Data keuangan yang disampaikan 

konsisten 

Á Setiap transaksi dapat dibuktikan 

dengan bukti transaksi yang sah 

 

 

f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan 

Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Bab ini mencakup: 

pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara 

penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya 

laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan 

tanggungjawab kepada masyarakat-rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan 

rakyat oleh Pemerintah Desa. 

 

1 Pelaporan 

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas 

pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan 

Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat 

dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. 

Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian 

tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa. 

 

2 Fungsi Pelaporan 

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk: 

¶ Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan 

¶ Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, 

keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan 

 

3 Prinsip-Prinsip Pelaporan 

Hal-hal penting atau prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelaporan ini, 

antara lain: 

¶ Menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini. 

¶ Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis) 

¶ Ringkas dan jelas  

¶ Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri. 

 



4 Tahap dan Prosedur Penyampaian Laporan 

Pelaporan yang dimaksud dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan 

realisasi/pelaksanaan APB Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada 

Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yangdipilah dalam dua tahap: 

¶ Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota 

paling lambat  pada akhir bulan Juli tahun berjalan  

¶ Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaiakan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 

5 Dokumen Laporan 

Dokumen laporan yang disampaikan yaitu: 

¶ Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I, untuk Laporan Semester I 

¶ Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir 

 

 

 

 

6 Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APB 

Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran 

berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan 

oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan 

Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran: 

¶ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang 

ditetapkan.  

¶ Laporan Kekayaan Milik Desa, dan  

¶ Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa 

 

7 Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat 

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggung-jawaban tidak 

hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan 

kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.  

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui 

Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan 



unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggung-jawaban juga dapat 

disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, 

web site resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. 

 

8 Penyampaian Informasi Laporan Kepada Masyarakat 

Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam 

pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. 

Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APB Desa wajib diinformasikan secara tertulis 

kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh 

masyarakat.Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat 

yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APB Desa. 

Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap 

pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APB Desa yang telah maupun yang akan 

dilaksanakan.   

 

9 Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggung-jawaban 

adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek: 

Hukum, administrasi, maupun moral.  Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas Pengelolaan 

Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar. 

 

 

Asas Penerjemahannya dalam Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Yang dibutuhkaê. 

Partisipasi Membuka ruang bagi masyarakat untuk 

mencermati laporan pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Mengagendakan 

penyampaian Laporan 

pertanggungjawaban 

dalam Musyawarah Desa 

Transparansi Á Menginformasikan secara terbuka 

Laporan realisasi/pelaksanaan APB Desa 

Á Menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban dalam forum 

Musyawarah Desa 

 

Á Pengelolaan secara 

efektif media/sarana 

penyampaian informasi  

Á Aspirasi masyarakat 

agar LPj diagendakan 

dalam Musyawarah 

Desa 

Akuntabel Á Laporan Semester I dan Laporan akhir 

sesuai Form yang telah ditetapkan 

Á Isi/materi Lapaoran sesuai 

Á Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 

sesuai ketentuan  

Á Laporan Pertanggungjawaban disusun 

Á Warga yang memiliki 

pengethuan terkait 

laporan 

pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 



melalui proses pembahasan dengan BPD 

Á Laporan disampaikan kepada 

Bupati/Walikota sesuai ketentuan 

Á Laporan diinformasikan kepada 

masyarakat secara terbuka 

Á Warga yang peduli dan 

menaruh perhatian 

terhadap laporan 

pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan 

Desa 

Tertib dan 

Disiplin 

Anggaran 

Á Laporan dilakukan tepat waktu 

Á Data dalam laporan konsisten/sesuai 

Á Data keuangan dalam laporan tepat 

jumlah 

Audit proses dan 

keuangan. 

 

g. Pemeriksaan (Audit)) KEUANGAN 

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, obyektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan. 

 

1. Pengertian 

Audit (pemeriksaan) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 

bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya 

kepada pemakai yang berkepentingan.ó(Mulyadi, 2002). Berdasarkan beberapa pengertian 

auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur: 

a. Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang 

logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah 

yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 

b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik 

ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan (contoh: Laporan) yang 

dibuat oleh entitas (contoh: Desa) serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau 

berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai 

kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi. 

d. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti dan evaluasi terhadap 

bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

e. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar 

untuk menilai pernyataan (contoh: Laporan Keuangan) dapat berupa: 

- standar akuntansi yang berlaku di Indonesia 

- peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative / regulator 

- anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen 



f. Pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi 

keuangan, contohnya Bupati, Gubernur, Menteri, Masyarakat, Dinas Pajak, dsb. 

 

2. Jenis Audit 

Ada beberapa macam jenis audit yang mungkin dilakukan di Desa, antara lain: 

 

1) Audit Keuangan (Financial Audit) 

Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi 

atau basis akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan Keuangan menghasilkan 

opini audit yang dapat berupa:  

¶ Opini Wajar Tanpa Pengecualian (laporan keuangan sudah disusun rapi, taat aturan, 

tidak ada kesalahan / masalah yang signifikan);  

¶ Opini Wajar Dengan Pengecualian (ada beberapa masalah penting/signifikan yang 

membuat laporan keuangan harus ada perbaikan); 

¶ Opini Tidak Wajar (ada banyak masalah dan pengendalian internal lemah);  

¶ Tidak Menyatakan Pendapat (auditor tidak dapat memberikan pendapat karena tidak 

dapat memperoleh catatan/data, terlalu banyak kelemahan mendasar dalam system 

keuangan dan pengendalian internal, dihalang-halangi dalam melakukan tugas, dsb). 

Yang dianggap masalah signifikan biasanya adalah semua masalah dengan total nilai di atas 

5% dari total Pendapatan atau Belanja. Contohnya total Anggaran Desa Rp 800 juta, auditor 

menemukan 10 transaksi yang tidak didukung dengan bukti yang sah atau kurang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan total nilai Rp 50 juta (lebih dari 5%), maka opini akan 

mengarah pada Wajar Dengan Pengecualian. 

Hasil audit perlu disampaikan kepada publik (masyarakat) sebagai bentuk akuntabilitas 

publik. Untuk Keuangan Negara, yang berwenang melakukan audit laporan keuangan adalah 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan BPK dapat menugaskan 

BPKP/Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kantor Akuntan Publik. Pelaksana audit 

keuangan Desa sedang dalam pembahasan di BPK. 

 

2) Audit kepatuhan (compliance audit ) 

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, 

peratuan, dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit 

kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya UU, PP, Peraturan Menteri 

dan juga juklak/juknis terkait. Audit kepatuhan biasanya merupakan fungsi audit internal 

yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Audit kepatuhan akan menghasilkan rekomendasi 

dijalankannya aturan, diperkuatnya system pengendalian internal hingga sanksi bagi 

ketidakpatuhan. 



 

3) Audit operasional (operational audit)  

Audit operasional merupakan penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi 

dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Apakah aktivitas/proses/pratek yang ada 

mengarah pada pencapaian tujuan organisasi/entitas/program. Audit operasional akan 

menghasilkan rekomendasi perbaikan system operasional. 

 

4) Audit Investigatif (Investigative Audit)  

Audit ini bertujuan membuktikan benar/tidaknya suatu dugaan tindak kecurangan (contoh: 

penggelapan, penyalahgunaan, korupsi, pemerasan, dan sebagainya) yang dapat berlanjut 

ke proses hukum. Audit ini bisa dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, 

Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten atau pihak lain berkompeten yang ditunjuk. 

Dalam menangani perkara tindak pidana yang merugikan keuangan Negara umumnya 

Kejaksaan akan meminta auditor berkompeten melakukan audit investigatif untuk 

membuktikan adanya kerugian Negara dan menghitung nilai kerugiannya. 

 

5) Audit Sosial (Social Audit) 

Audit sosial bertujuan untuk menguatkan dan memberdayakan masyarakat untuk turut serta 

dalam mengawasi program-program pembangunan di lingkungannya. Sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dan pelanggaran hukum baik yang tidak disengaja atau disengaja dalam 

mengimplementasi pembangunan. Audit Sosial juga menjamin bahwa belanja desa seuai 

dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. Lebih jauh audit sosial dapat menilai apakah dampak dari 

belanja telah sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu pengurangan kemiskinan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Secara kelembagaan, audit sosial dilakukan dalam Musyawarah Desa. Untuk itu perlu 

dipersiapkan dengan baik, bahan-bahan yang akan dibawa oleh masyarakt dalam forum 

musyawarah desa tersebut. Tetapi, audit sosial tidak serta merta dapat dilakukan oleh 

masyarakat ðterutama kelompok masyarakat miskin, minoritas dan marginal. Karena itu 

pengorganisasian masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk menjamin suara 

masyarakt dapat didengar dalam menilai hasil pembangunan desa, 

 

3. Fungsi Pemeriksaan Keuangan 

Pemeriksaan keuangan adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan 

keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan 

hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan 

dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. 

 

4. Manfaat Audit 



Manfaat audit dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 

(1) Untuk Pihak yang diaudit. 

¶ Menambah kredibilitas dari laporan keuangan yang dibuat sehingga dapat 

dipercaya oleh pemakai laporan keuangan seperti Bupati, Gubernur, Menteri atau 

masyarakat. 

¶ Mencegah dan menemukan penyimpangan (administrative dan keuangan) yang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diaudit. 

(2) Untuk Pihak pemakai laporan keuangan. 

¶ Memberikan dasar yang lebih meyakinkan bagi pemakai informasi keuangan 

dalam mengambil keputusan. 

¶ Membantu mengidentifikasikan kelemahan dalam sistem pengendalian internal 

sehingga memungkinkan perbaikan sistem. 

 

5. Pemeriksaan Internal 

Pemeriksaan internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan menilai aktivitas organisasi. Merupakan suatu 

penilaian atas keyakinan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk 

menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai 

tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola 

keuangan. 

Kas 

Menurut Sukrisno Agoes (2004, h.145), kas merupakan harta lancar yang sangat menarik dan 

mudah untuk diselewengkan. Selain itu banyak transaksi di suatu lembaga, apapun 

lembaganya,  yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut 

kas  diperlukan adanya pengendalian internal terhadap kas dan setara kas. 

Sifat dan Contoh Kas dan Setara Kas 

1. Kas merupakan harta lancar yang sangat menarik dan mudah untuk disalahgunakan. 

2. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan. 

3. Bank adalah saldo rekening yang dapat dapat digunakan secara bebas untuk membiayai 

kegiatan. 

4. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas  dan setara kas 

dalam pengelolaan keuangan  adalah: 

a. Saldo Kas (cash on hand) 

b. Saldo Bank 

c. Bon Sementara (Contoh dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Pembayaran SPP-UP 

yang belum dipertanggungjawabkan) 

 

Pemeriksaan Kas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Independen
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi


Secara umum, tujuan pemeriksaan kas diantaranya adalah: 

1. Untuk memeriksa apakah  terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan 

setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.  

2. Untuk memeriksa, apakah saldo kas dan setara kas yang ada di pencatatan/pelaporan 

per tanggal catatan/pelaporan sudah betul-betul ada secara riil dan dimiliki oleh 

lembaga yang bersangkutan. 

3. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara 

kas. 

4. Untuk memeriksa apakah penyajian laporan sudah sesuai dengan aturan/ketentuan 

yang ada. 

 

Siapa yang Bertanggungjawab Memeriksa?  

Sebuah lembaga seharusnya mempunyai satuan pengawasan internal dalam struktur 

organisasinya. Hal ini untuk mempersiapkan lembaga tersebut dalam menghadapi 

pemeriksaan dari pihak eksternal. Dalam struktur pemerintahan desa, satuan pengawas ini 

belum dibentuk. Oleh karenanya, sebelum ini terbentuk, siapa yang bertanggungjawab 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas oleh Bendahara Desa dan 

Pelaksana Kegiatan.   

Berdasarkan Permendagri 113 pasal 7, Bendahara Desa dapat dikatakan mempunyai 

kekuasaan penuh terhadap pengelolaan kas karena dia mempunyai tugas menerima,  

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 

APB Desa. Fungsi Sekretaris Desa dan Kepala Desa hanya sebagai verifikator dan yang 

memberi persetujuan pada saat akan dilakukan pembayaran/pengeluaran kas.  Tapi yang 

menerima, mengeluarkan, mencatat dan menyimpan uang secara fisik adalah Bendahara. 

Oleh karenanya perlu ada pengawasan terhadap kas dan rekening yang disimpan dan 

dikelola oleh Bendahara. Dalam hal ini peran Kepala Desa dan Sekretaris Desa diperlukan 

untuk melakukan pemeriksaan kas secara rutin. 

 

Bagan Alur Proses Pembayaran 



 

Selain pihak internal pemerintah desa, BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa 

dan Camat sebagai penyelia/pejabat yang berwenang di atas pemerintah desa dapat 

melakukan pemeriksaan kas ini. 

 

  

Kepala Seksi             

(Pelaksana Kegiatan)
Sekretaris Desa Kepala Desa Bendahara Desa Pihak Ketiga/Vendor

RAB
Verifikasi
RAB

Pengesahan
RAB

SPP, dilengkapi : 
Pernyataan Tgjwb 
Belanja
Bukti Transaksi

Order 

Pembelian --->
Barang/Jasa
sdh diterima

Verifikasi
SPP

Persetujuan
Pembayaran/
SPP

- Membuat    
Voucher 
Pengeluaran
- Melakukan
Pembayaran      

Menerima
Pembayaran

- Mencatatkan
Transaksi pd Buku 
Kas Umum/Buku 
Bank

Mendokumentasi
kan SPP dan Bukti 

- Mencatatkan
Transaksi pd Buku 
Kas Pembantu 
Kegiatan 
berdasarkan copy 
SPP yg sdh 
disetujui Kades



Instrumen Pemeriksaan Kas 

 

 

6. Pemerintah Desa Sebagai Objek Pemeriksaan 

Pemerintah Desa yang diperiksa bertanggung jawab untuk: 

a. Mengelola keuangan desa secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin: 

(1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya; (2) keselamatan/keamanan kekayaan 

yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) 

perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal, dan pengungkapan 

data/informasi secara wajar. 

c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

desa secara tepat waktu. 

d. Menindaklanjuti rekomendasi Auditor, serta menciptakan dan memelihara suatu proses 

untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. 



(Berdasar pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK, 2005). 

 

7. Lembaga Audit 

(1) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga tinggi Negara sejajar Presiden dan DPR 

yang berwenang memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Merupakan 

auditor eksternal pemerintah, menyampaikan hasil audit ke DPRD / DPR. BPK memiliki 

kantor perwakilan di tiap Provinsi. 

(2) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Lembaga Negara di bawah 

Presiden yang berfungsi membantu Presiden dalam membina dan mengawasi instansi 

pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan agar terjamin 

akuntabilitas/pertanggungjawabnnya, melaksana-kan audit atas permintaan pengelola 

program/kegiatan khususnya audit investigasi, audit terhadap penggunaan pinjaman 

dan hibah luar negeri dan pengembangan kapasitas jabatan auditor intern pemerintah. 

BPKP memiliki kantor perwakilan di tiap Provinsi. 

(3) Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementerian. Auditor internal untuk kementerian, berada di 

bawah Menteri bersangkutan. Khusus Itjen Kemendagri juga selaku Pembina 

instpektorat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

(4) Inspektorat Provinsi. Auditor internal untuk Provinsi, di bawah Gubernur. 

(5) Inspektorat Kabupaten/Kota. Auditor internal untuk Kabupaten/Kota, di bawah 

Bupati/Walikota. 

(6) Kantor Akuntan Publik. Lembaga audit swasta beregistrasi yang dapat ditunjuk oleh 

lembaga audit pemerinatah melakukan audit untuk kepentingan lembaga audit 

pemerintah. 

 

8. Kegiatan yang Biasa Dilakukan Pemeriksa dan Tips untuk Aparat Desa yang 

Diperiksa: 

1) Pertemuan Awal (Entry Briefing)  

Pemeriksa (auditor) menemui aparat desa menyampaikan maksud dan tujuan serta 

pengaturan pelaksanaan audit. Aparat Desa jangan ragu untuk meminta copy Surat Tugas 

(jika belum menerima) dan mencatat di buku tamu siapa saja yang terlibat dalam 

pemeriksaan. Aparat Desa perlu menyepakati dengan tim pemeriksa mengenai pengaturan 

pelaksanaan pemeriksaan seperti agenda, lokasi dan pihak yang akan dikunjungi dsb. Aparat 

Desa harus menyediakan ruang kerja untuk tim pemeriksa selama menjalankan pemeriksaan. 

Karena di situ akan banyak dokumen-dokumen penting, maka ruangan harus dapat dikunci 

(aman) jika ditinggalkan oleh tim pemeriksa. 

 

 

2) Meminta data dan informasi. 



Hati-hati dalam memberikan dokumen asli. Catat semua dokumen yang dipinjamkan, minta 

auditor ybs menandatangani Bukti Serah Terima Dokumen. 

 

3) Wawancara 

Jawab pertanyaan secara lugas, lengkap dan tunjukkan bukti atau dokumen yang 

mendukung dengan jawaban anda. 

 

4) Pemeriksaan Dokumen/Pembukuan. 

Pemeriksa akan melihat apakah pembukuan diisi dengan tertib, tepat waktu, dan benar. 

Apakah bukti tersedia lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada dokumen yang 

tidak lengkap, pembukuan belum terkini, jangan panik. Akui saja dan minta nasehat untuk 

perbaikan. Ini akan menjadi temuan administrative yang dengan mudah bisa dilakukan 

pembetulan. Namun jika dokumen tidak dapat dipertanggungjawabkan karena upaya 

berbuat curang, sebaiknya juga segera mengaku dan meminta saran untuk penyelesaian 

masalah, termasuk siap menerima sanksi. Daripada ditutup-tutupi pada akhirnya akan 

ketahuan juga. Namun jika dokumen menurut pemeriksa tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan anda merasa tidak ada yang curang namun hanya karena 

ketidaktahuan maka jelaskan kepada pemeriksa tentang kendala tersebut. 

 

5) Inspeksi (mengunjungi dan memeriksa kegiatan / hasil kegiatan). 

Dampingi auditor dan jelaskan proses-proses yang ada, bentuk transparansi (contoh: papan 

informasi kegiatan/papan proyek), siapa pelaksana kegiatan, kendala yang dihadapi, 

pemanfaatan dsb. 

 

6) Pertemuan Awal (Entry Briefing) Uji silang / konfirmasi. 

Kemungkinan auditor akan melakukan uji silang/konfirmasi kebenaran data/informasi ke 

rekanan/supplier, pelaksana kegiatan, dsb. Jika dilakukan langsung dengan tatap muka, 

maka usahakan dampingi auditor. Tapi kalau auditor tidak mau didampingi, maka itu 

merupakan hak auditor, jadi tidak masalah. 

 

 

7) Ekspose (Pemaparan) Temuan 

Di akhir pemeriksaan auditor harus melakukan semacam ekspose (pemaparan) temuan hasil 

pemeriksaan. Pihak aparat desa yang diaudit harus mengklarifikasi dengan menunjukkan 

bukti jika ada temuan yang dianggap tidak tepat.  

¶ Jika temuan memang benar adanya dan rekomendasi sesuai dan dapat dilaksanakan 

maka temuan harus diterima.  



¶ Jika temuan tidak benar atau ada usulan rekomendasi auditor sulit dilaksanakan maka 

harus dibahas di acara ekspose hasil audit tersebut ataupun kesempatan lain sebelum 

menjadi laporan audit final. Contoh rekomendasi yang tidak dapat (sangat sulit) 

dilaksanakan yaitu auditor merekomendasikan agar bantuan bantuan tunai kepada 

warga sangat miskin yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat ke kota 

diminta kembali karena tidak ada di rencana / anggaran dan tidak didukung oleh bukti 

memadai. Padahal uang tersebut sudah dipakai oleh si warga miskin yang pada waktu 

pemeriksaan juga sedang opname di RSUD. 

 

Tips Menghadapi Pemeriksaan 
 

1. Bersikap kooperatif 

2. Sediakan semua data dan informasi yang diminta 

3. Jelaskan tentang pemahaman atas peraturan, proses, system, mekanisme yang 

dijalankan serta jelaskan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. 

4. Sampaikan masalah yang ada dan upaya yang sudah / sedang dilakukan 

5. Banyak bertanya dan minta nasehat kepada pemeriksa. Jadikan proses 

pemeriksaan sebagai proses belajar dan memperoleh nasehat dari auditor. 

6. Jangan memberi sesuatu yang tidak pantas kepada pemeriksa (uang lelah, uang 

transport, hadiah / cinderamata dengan nilai di atas Rp 100 ribu, makanan 

mewah, dsb), apalagi jika didanai dengan APB Desa. Makan minum ala kadarnya, 

kendaraan tumpangan untuk ke lokasi yang relatif dekat masih dianggap 

pantas/wajar. 

 

 

 

8) Tindak Lanjut Temuan 

Atas setiap temuan audit, maka aparat desa wajib menindaklanjuti rekomendasi yang 

diberikan auditor hingga dinyatakan selesai oleh pihak auditor.  

 

9) Publikasi Temuan dan Tindak Lanjutnya 

Aparat Desa harus mempublikasikan temuan audit dan tindak lanjutnya kepada masyarakat, 

bisa melalui forum musyawarah, papan informasi, website dsb. 

 

 


